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RISDA NUR KHASANAH. 2020. Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian 
internal,komitmen organisasi dan tanggungjawab terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa ( studi kasus pada kecamatan 
larangan) dibawah bimbingan Budi Susetyo, S.E,.M.Si dan Teguh Budi Raharjo, 
S.E.,M.M. 
 Tujuannya yaitu untuk mengetahui transparansi,kompetensi,sistem pengendalian 
internal,komitmen organisasi dan tanggungjawab terhadap akuntabilitas dalam 
mengelola dana desa, untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan, penelitian ini 
menggunkan angket dalam penyebaran kuesioner. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, kompetensi, sistem 
pengendalian internal, komitmen organisasi, tanggunjawab, dan variabel 
dependennya yaitu akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa.dalam 
pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh 
karena jumlah responden yang sedikit dengan jumlah responden 33 dengan 
reponden per desa 3 orang dengan jumlah 11 desa. 
 Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem 
pengendalian internal, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa, berdeda dengan 
tanggungjawab yang memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah 
dala mengelola alokasi dana desa 












RISDA NUR KHASANAH. 2020 Transparency, competence, internal control 
system, organizational commitment and responsibility to the village government's 
accountability in managing the allocation of village funds (case studies in the 
district Prohibition) under the guidance of Budi Susetyo, S. E,. M.Si and Teguh 
Budi Raharjo, S.E., M.M. 
The goal is to know the transparency, competence, internal control system, 
the organizational commitment and responsibility for accountability in managing 
the village funds, to know the information needed, this research using 
questionnaires in the dissemination of the questionnaire. The independent 
variables used in this study are transparency, competence, internal control system, 
organizational commitment, responsibility, and its dependent variables that are 
accountability in managing the allocation of village funds. In the collection of 
data researchers use saturated sampling techniques due to the number of 
respondents who were slightly with the number of respondents 33 with Reponden 
per village 3 people with the number of 11 villages. 
  The results of this study reveal that transparency, competence, internal 
control system, organizational commitments do not significantly affect 
government accountability in managing the allocation of village funds, with 
responsibilities that have a significant influence on government accountability in 
managing the allocation of village funds 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pemerintah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang 
begitu pesat, hal tersebut dapat dilihat dari adanya era reformasi dalam 
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut ditandai dengan adanya perkembangan ilmu 
akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah merupakan ilmu akuntansi 
dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang ada pada pemerintahan. 
Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari sebuah pencatatan 
transaksi-transaksi dan laporan keuangan pemerintah, maka akuntansi 
pemerintah merupakan sebuah kebutuhan penting bagi pemerintahan 
dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang tidak dapat di 
lalaikan lagi. ( Rosyidi, 2018 ) 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya pemahaman 
desentralisasi secara konseptual, desentralisasi fiskal ini dapat diartikan 
sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat yang tinggi hingga ke 
tingkat yang lebih rendah untuk mendukung tugas dan fungsi dari 
pemerintahan yang dilimpahkan kepada pegawainya. (Khusani, 2006 ). 
Menurut ( Hadi Sasana, 2009 ) desentralisasi dapat memberikan manfaat 
jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. 
Menurut UU No.33 Tahun 2004 sumber penerimaan pendanaan 





Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana 
Alokasi Khusus ( DAK ), pinjaman daerah, dana bagi hasil dan 
penerimaan yang lain yang sah. 
 Berdasarkan peraturan pemerintah No.72 tahun 2005, Desa 
merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang Desa yang 
merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan 
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat polemik pro 
dan kontra bahwa desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia itu belum dibentuk, sejarah pengaturan desa ini dimulai pada 
tahun 1948 dan puncaknya pada tahun 2014 yang tidak lain untuk mencari 
bentuk yang ideal sehingga dapat menetapkan posisi desa sebagai desa 
yang memiliki sifat yang istimewa, kejelasan status, dan kepastian hukum 
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. ( Hoesada, 2014 ). 
 Lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 dapat dijadikan acuan dari suatu 
negara dengan sistem pembangunan bottom up yang sebelumnya up 





lebih dihargai dan diakui serta memiliki hukum yang kuat pada ekstensi 
desa. Dalam Undang-undang tersebut desa akan memasuki era 
pembaharuan dengan adanya pembangunan wilayah yang mengharapkan 
akan memberikan harapan baru dalam kehidupan masyarakat dan 
pemerintahan yang berada di Desa. Dalam pembangunan dan pengelolaan 
dana desa harus dilakukan oleh aparatur desa yang handal dan dapat 
dipercaya mengingat pada era sekarang banyak aparatur yang melakukan 
korupsi dengan memalsukan laporan keuangan dan banyak juga para 
aparat yang tidak bertanggung jawab akan tugas yang telah di amanatinya, 
begitu pula dengan tidak transparansinya laporan keuangan yang membuat 
masyarakat berpikir bahwa uang yang diterima desa tidak digunakan 
dengan benar oleh karenan nya akuntabilitas menjadi sebuah pacuan 
kontrol aparat desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan di dalam 
pemerintahan sehingga pemerintah dihormati selaku aparat desa yang 
baik. Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi ini didukung dengan 
adanya kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa ( Cheng et al, 2002 ).  
Faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi dalam 
suatu pemerintahan yaitu dengan implementasi good government 
governance (GCG), terdapat pula sistem pengendalian dalam 
pemerintahan yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi pengambilan 
keputusan internal pemerintah desa yang dapat berimplementasi pada 
akuntabilitas dan transparansi (Kurtz dan Schrank, 2007). Penelitian yang 





pemerintahan desa sistem akuntabilitas dan transparansi masih sangat 
minim hal ini dapat ditandai karena kurangnya pemahaman dan 
pengetahuan dari aparat desa, menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 desa 
diberikan dana yang cukup besar guna untuk melakukan pembangunan, 
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, dilihat dari itu sebenarnya dana 
desa bisa digunakan dengan baik jika pengelolaan keuangan yang dikelola 
juga baik tetapi banyak aparat yang melakukan tindakan kecurangan 
dengan mengurangi atau memanipulasi laporan keuangan. Akuntabilitas 
pemerintah desa ini melibatkan kemampuan pemerintah Desa untuk 
mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakan yang 
berkaitan dengan pembangunan (Sumpeno, 2011 dalam Siska Wahyuni 
2018). Transparansi dan akuntabilitas disini juga sangat penting untuk 
pengelolaan keuangan disetiap organisasi baik itu organisasi pemerintah 
maupun non pemerintah.  
Pemerintah Desa wajib untuk mempublikasikan laporan keuangan 
desa terhadap pihak internal maupun eksternal untuk mewujudkan 
akuntabilitas keuangan desa karena keuangan desa sangat penting 
digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dan laporan disajikan harus 
di andalkan. Hasil evaluasi Kementrian Keuangan ( Kemenkeu ) 
penggunaan dana desa tahun 2017 terdapat permasalahan diantaranya 
adanya keterlambatan penyaluran dana desa dari rekening kas  umum 
Daerah ( RKUD ) ke rekening kas Desa. hal tersebut disebabkan karena 





Informasi di peroleh dari adanya dugaan masyarakat mengenai 
kurangnya komitmen organisasi dari pemerintah, dimana para aparat 
hanya memikirkan keperluan pribadinya saja dari pda kepentingan 
kantornya. Kurangnya loyalitas pegawai juga dapat berpengaruh yang 
mengakibatkan pekerjaan banyak yang tertunda sampai tertumpuk 
pekerjaannya. pengelolalaan dana desa dilakukan oleh kepala desa yang 
dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan 
Belanja Desa. kepala Desa sebagai kepala pemerintahan merupakan 
pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dengan mewakili 
pemerintah Desa. 
 Desa merupakan salah satu penyelenggara kegiatan untuk 
membangun desa. Desa merupakan unit terkecil yang ada dalam 
pemerintahan sudah saatnya mengambil peran untuk membangun desa 
yang cukup besar walaupun desa merupakan suatu pemerintahan yang 
kecil namun dalam hal pembangunan tidak boleh tertinggal apalagi dengan 
era yang sekarang yang semakin maju sudah saatnya desa harus 
berkembang. Desa diharapkan tidak hanya menggerakan masyrakatnya 
saja dalam hal pembangunan tetapi harus mampu juga dalam hal 
penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik sehingga dapat 
mengelola anggaran desa dengan baik sesuai peraturan yang telah 
disesuaikan. Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam 





dan prinsip tata kelola yang baik yaitu pengelolaan keuangan yang 
transparan, akuntabel dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.  
Tujuan dari adanya akuntansi keuangan daerah yaitu untuk memberikan 
laporan keuangan yang lengkap dan transparan, sehingga laporan 
keuangan dapat dipertanggungjawabkan jika suatu saat terjadi kecurigaan 
masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Tata kelola pemerintah yang 
baik maka diperlukan adanya unsur akuntabilitas pemerintah sebagai 
penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik, 
(Putriyanti 2012 dalam Fitri Sukmawati dan Alfi Fitriani, 2019 ). Selain 
unsur akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan juga terdapat unsur 
transparansi dimana kedua unsur tersebut sangat penting dalam 
pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.  
(Sulistiyani, 2014). Berbeda dengan kasus yang ada dalam pemberitaan 
yang di unggah oleh “Reaksipres.com” Palopo, Sulawesi selatan mengenai 
protes warga terhadap penggunaan dana Desa yang tidak transparan 
dimana hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warganya yang 
menyatakan “ selama dana desa dicairkan, dana digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur sektor fisik tetapi jarang ada 
permusyawarahan dengan masyarakat mengenai pembangunan desa, 
tidak hanya itu papan informasi mengenai laporan keungan juga tidak 
dipasang padahal sudah menjabat dua kali periode tetapi tidak ada 
perubahan terhadap Desanya”. Dari latar belakang diatas dapat ditemukan 





transparansi pada masyarakat sehingga masyarakat awam banyak yang 
menanyakan alokasi dana desa yang di gunakan pada desa tersebut, (2). 
Banyak masyarakat yang menuntut pada Pemerintah desa dengan adanya 
Dana desa, sehingga masyarakat yang seharusnya membangun, justru 
menganggap Pemerintah Desa dengan anggapan Korupsi dan penggelapan 
dana desa, padahal alokasi dana desa justru dibuat dan disusun pada 
Musyawarah Desa setiap tahunnya sebelum dana desa tersebut turun (3) 
Banyak masyarakat yang beranggapan dana desa digunakan hanya untuk 
pembangunan saja, namun pada kenyataanya tidak hanya untuk 
pembangun saja tetapi digunakan juga untuk membangun sumber daya 
manusia seperti melaksanakan pembinaan bimbingan serta pendampingan 
dan pemantauan yang lebih tertata. 
 Dalam hal ini penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas 
pemerintahan dalam mengelola alokasi dana Desa menggunakan beberapa 
variabel yang berbeda-beda.. Penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, 
Eka, Arum dan Anis Hakim, 2019) meneliti tentang pengaruh kompetensi, 
sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas pemerintahan Desa yang menunjukkan bahwa hasil 
penelitiannya tersebut sistem pengendalian internal dan penyajian laporan 
keuangan dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
alokasi Dana Desa tetapi dalam hal ini kompetensi tidak mempengaruhi 
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa. Penelitian lain yang 





bahwa transparansi berpengaruh positif  terhadap keuangan Daerah namun 
hal lain tidak sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Suparno 
(2012) yang membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. 
 Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan melakukan 
penelitian tentang “ PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, 
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI 
DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP AKUNTABILITAS 
PEMERINTAH DESA DALAM  MENGELOLA ALOKASI DANA DESA 
PADA KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES ” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 
dapat dinyatakan sebagai berikut: 
1) Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan 
Larangan Kabupaten Brebes? 
2) Apakah kompentesi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan 
Larangan Kabupaten Brebes? 
3) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 





4) Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 
di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes? 
5) Apakah tanggung jawab berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan 
Larangan Kabupaten Brebes? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari latar belakang masalah serta rumusan masalah yang 
telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 
1) Untuk mengetahui transparansi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 
di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 
2) Untuk mengetahui kompetensi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 
di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 
3) Untuk mengetahui sistem pengendalian internal berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola 
alokasi dana di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 
4) Untuk mengetahui komitmen organisasi berpengaruh positif 
terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi 





5) Untuk mengetahui tanggung jawab berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa 
di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 
manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Dalam manfaat teoritis ini dapat digunakan sebagai wujud 
penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah di 
dapat pada masa perkuliahan dan berguna untuk orang lain dalam 
mengkaji dan meneliti ulang tentang penelitian ini dengan 
mengembangan suatu teori keakdemikan mahasiswa dan berguna 
bagi pemerintahan desa agar pengelolaan dana desa yang sesuai 
dengan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan 
guna untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana 
dan mengembangkan imu pengetahuan dan menerapkan ilmu yang 
diperoleh dalam masa perkuliahan. 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Aparat Pemerintah Desa 
Penelitian ini dilakukan agar berguna untuk aparat 
pemerintah desa khususnya dalam pencatatan pelaporan keuangan 






b) Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu informasi 
bagi masyarakat desa sehingga dapat mengetahui pengelolaan dana 
desa yang dilakukan oleh aparat desa yang transparansi sesuai 
dengan akuntabilitas pemerintah desa. 
Berdasarkan penjelasan diatas tidak hanya itu saja faktor 
yang dapat mempengaruhi akuntabiltas pengelolaan dana Desa, 
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga dapat dipengaruhi oleh 
sistem informasi akuntansi, dan gaya kepemimpinan. Menurut 
Baridwan, 2009:14, dalam siska dan novita, 2018) yang 
menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang 
mengumpulkan, menggolongkan, menghasilkan dan 
mengkomunikasikan laporan keuangan yang relevan guna untuk 
pengambilan keputusan kepada pihak luar. Gaya kepemimpinan 
dapat berpengaruh terhadap kinerja kinerja bawahan dimana 
efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi dan kondisi, atau 
dengan jelasnya kepemimpinan tergantung pada keadaan dan 
kecocokan antara perilaku pemimpin dan situasi yang ada. ( Fiedler 







A. Landasan Teori 
1. Pemerintah Desa 
Desa merupakan suatu lembaga yang beroperasi di desa 
untuk mengelola kegiatan yang berada di desa , dalam pemerintah 
desa terdapat suatu pemerintah desa serta badan pemusyawarahan 
desa  ( BPD ). Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, 
sekretaris desa, bendahara desa. Badan pemusyawaratan Desa 
merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan 
desa. BPD berperan sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat 
desa, tetapi hal tersebut terjadi revisi unsur pemegangan kekuasaan 
yang diatur oleh  UU PEMDA Tahun 2004 yaitu pergeseran unsur 
pemerintahan desa dengan konsekuensi untuk ikut andil dalam 
mengatur dan mengurus desa. 
2. Transparansi 
Transparansi adalah suatu keterbukaan pemerintahan dalam 
memberikan suatu informasi yang akan ditunjukkan kepada orang 
lain atau khalayak umum agar tidak ada suatu kecurigaan yang 
terjadi terhadap suatu pelaporan keuangan (Mardiasmo, 2004 ). 
Pengelolaan laporan keuangan harus bersifat transparansi hal 





jawab yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan laporan 
keuangan agar masyarakat mengetahui rincian yang ada dalam 
laporan tersebut sehingga dapat menciptakan suatu pemikiran 
masyarakat maupun pemerintah yang bersih, jujur, transparansi 
dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.  
Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia no.37 tahun 2017, transparansi dapat dikatakan jika 
memiliki keterbukaan dan informasi yang jelas serta 
memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan 
mendapatkan informasi mengenai keuangan daerah, sedangkan 
menurut standar akuntansi pemerintah transparansi adalah 
memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka terhadap 
masyarakat untuk dapat mengetahui secara terbuka mengenai 
laporan atau informasi keuangan. Transparansi dalam menjalankan 
pemerintahan, pemerintah mengemukakan hal-hal yang bersifat 
material. Menurut krisna ( 2003 ) menyatakan prinsip transparansi 
dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :  
1) Mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi dari 
semua proses-proses pelayanan publik. 
2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 
tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-





3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran 
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam 
kegiatan melayani. 
3. Kompetensi  
Kompetensi merupakan suatu kecakapan atau kemampuan 
seseorang dalam melakukan sesuatu sesuai dengan bidang ahli 
yang dimiliki orang tersebut. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 1 ayat 10 
menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja yang 
ada pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. Kompetensi kecakapan atau kemampuan yang harus 
dimiliki oleh seseorang dimana setiap individunya mempunyai 
kemampuan yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan 
individu yang lain. 
Menurut Sudjana ( 2005:6 ) dalam Arif, Lola dan Dia 
respati (2017) kompetensi tertuju pada pengetahuan, keahlian dan 
kemampuan yang dapat dilakukan dengan standar tertentu. 
Kompetensi ditunjuk sebagai hal pekerjaan dan dipengaruhi oleh 
budaya organisasi dan lingkungan kerja. Pengertian kompetensi 
menurut Robbins ( 2007;38 ) merupakan kemampuan atau 
kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu 





yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan 
intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk 
melakukan berbagai aktivitas mental berfikir, menalar dan 
memecahkan masalah dalam masyarakat sebagian besar 
menetapkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat pada nilai 
yang tinggi, sedangkan kemampuan fisik merupakan kemampuan 
tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan 
karakteristik serupa. 
4. Sistem Pengendalian Internal 
Sistem pengendalian internal merupakan proses integrasi 
pada suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pemimpin dan pegawai untuk mencapai tujuan yang akan 
dicapainya agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik 
(Mahmudi, 2011; 251 ). Penerapan sistem pengendalian internal 
yang baik akan berdampak baik pula terhadap keyakinan orang 
dalam melihat kualitas pekerjaan dan dapat menambah 
kepercayaan terhadap masyarakat akan hal laporan keuangan yang 
dilakukan oleh pegawai aparat yang ada di instansi desa. Sistem 
pengendalian internal ini meliputi stuktur organisasi, cara-cara dan 
alat yang akan dikoordinasikan didalam suatu perusahaan atau 
instansi guna menjaga keamanan harta yang dimiliki oleh 





Tujuan dari adanya sistem pengendalian internal 
berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yaitu untuk memberikan 
keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien 
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan serta laporan keuangan yang dapat 
diandalkan. 
5. Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi merupakan keadaan seorang 
karyawan dalam memilih organisasi dan tujuan tujuan tertentu 
dalam sebuah instansi agar sesuai dengan pilihannya tanpa adanya 
paksaan terhadap orang lain sehingga dapat menjalankan 
pekerjaannya sesuai dengan apa yang diinginkannya ( Robbins dan 
judge, 2008 ). Dalam komitmen organisasi seorang karyawan dapat 
lebih meningkatkan kinerja kerjanya, komitmen organisasi juga 
mempunyai persamaan dengan budaya organisasi.  
Budaya organisasi yang kuat dari salah satu spesifiknya 
yaitu menurunnya tingkat karyawan dimana keharmonisan 
merupakan tujuan yang tercapai antara karyawan dan 
organisasinya melalui budaya organisasinya dapat membangun 
komitmen organisasi dalam diri karyawan. Komitmen organisasi 
dapat dikatakan baik apabila dilatarbelakangi oleh kinerja yang 





menghasilkan kinerja yang buruk, artinya semakin tinggi suatu 
komitmen maka semakin baik kinerja yang dijalankan. 
6. Tanggung jawab  
Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung 
segala sesuatu atau resiko, kesadaran manusia dalam bertingkah 
laku atau tindakan perbuatan yang dilakukan yang secara sengaja 
maupun tidak sengaja ( KBBI ). Tanggung jawab dalam hal ini 
kaitannya yaitu tentang tanggung jawab aparat desa dalam 
mengelola dana keuangan atau alokasi dana desa yang digunakan 
untuk keperluan desanya. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi 
dana desa ini merupakan bentuk dari penggunaan dana publik yang 
dipercayakan kepada pemerintah desa. Tanggung jawab ini 
merupakan dimensi dalam sebuah laporan dana Desa, dimana yang 
dulunya dalam pembangunan desa hanya mendapat bantuan 
keuangan yang terbatas namun setelah adanya kebijakan alokasi 
dana desa kini anggaran yang dikeluarkan cukup besar dan 
dilakukan sendiri ( Hasman Husin Sulumin, 2015 ). 
7. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja terhadap suatu 
tindakan seseorang dalam suatu unit organisasi kepada seluruh 
pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang 





Dalam penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah 
dapat diartikan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan 
dan menyelenggarakan pengelolaan otonomi daerah untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui 
pertanggungjawaban kualitas dan kuantitasnya sehingga hasil yang 
didapatnya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah desa. 
(Sabarno, 2007; 129 ). Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai 
prinsip pertanyaan publik bahwa proses penganggaran dimulai dari 
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dapat dilakukan dengan 
baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan 
dipertanggungjawabkan laporan keuangan terseut kepada DPRD 
dan masyarakat desa melalui pamflet yang dipasang agar 
masyarakat dapat membacanya sehingga mengetahui rincian 
laporan keuangan digunakan untuk apa saja. Akuntabilitas tidak 
abstrak tetapi konkrit yang harus ditentukan oleh hukum melalui 
prosedur yang spesifik mengenai masalah yang harus 
dipertanggungjawabkan mengingat akuntabilitas mempunyai nilai-
nilai yang penting untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan 
produktifitas serta reliabilitas. 
8. Alokasi Dana Desa 
Dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 
menyatakan alokasi dana desa merupakan sumber dana yang 





bersumber dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-
kurangnya 10%, setelah dikurang belanja pegawai, yang 
pembagiannya setiap Desa secara proporsional yang merupakan 
alokasi dana Desa. Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh 
pemerintah pusat melalui pemerintah Daerah/kabupaten. 
Pemberian Dana Alokasi ini guna memberikan bantuan untuk 
mendorong membiayai program Desa yang ditunjang dengan 
adanya gotong royong dari masyarakat desa dalam melakukan 
program kinerja desanya. Tujuan dari adanya alokasi Dana Desa 
ini untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa pembangunan 
fisik maupun nonfisik atau sumber daya manusia ( SDM ).  ( Suci 
Indah H, 2015 ) 
Alokasi dana desa bersumber dari Anggaran pendapatan 
dan Belanja Daerah ( APBD ) yang dialokasikan ke desa dengan 
tujuan pemerataan keuangan antar desa untuk kebutuhan desa 
dalam melakukan pembangunan desa. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa ( APBD ) dianggarkan pada bagian pemerintah Desa 
yang kemudian pemerintah desa membuka rekening ke bank yang 
ditunjuk berdasarkan kepala desa dimana kepala desa mengajukkan 
permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati , kepala 
bagian pemerintah desa sekretariat daerah melalui camat setelah 





Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip 
diantaranya yaitu : 
a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari 
Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan 
prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat  
b) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan hemat, 
terarah dan terkendali. 
c) Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana 
Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administrasi, teknis dan hukum. 
d) Jenis kegiatan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat 
digunakan untuk meningkatkan sarana dan 
prasarana pelayanan masyarakat. 
e) Segala kegiatan dengan pembiayaan dari Alokasi 
Dana Desa harus dicatat didalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) melalui 
proses penganggaran yang sesuai dengan 
mekanisme laporan keuangan yang berlaku. 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 
pemerintah desa dalam menyusun alokasi dana desa sudah banyak 





dana desa yang diberikan tetapi dalam pembuatan laporan keuangan yang 
sesuai dengan akuntabilitas bahkan tidak adanya transparansi kepada 
masyarakat desa.  
Penelitian (Embun Widya Sari, 2017 ) menganalisis tentang pengaruh 
sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan gaya 
kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di 
kabupaten IndraGiri Hulu penelitian ini menghasilkan analisis data yaitu 
internal control system ( SPI ) dan aksesibilitas yang mempengaruhi 
transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di lembaga 
pemerintah di kabupaten Indra Giri Hulu. 
Penelitian yang dilakukan ( Sarifudin Mada,dkk 2017 ) tentang 
pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi 
pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas 
pengelolaan dana desa ( studi kasus di Kabupaten Gorontalo ) jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
survey. Populasi dan sampel aparat pengelola dana desa di Kabupaten 
Gorontalo sejumlah 120 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa: (1) kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen 
organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan 





besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang 
diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini sebesar 75,10%, 
sisanya sebesar 24,90%. 
Penelitian lain mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana 
Desa juga di lakukan oleh Siska Wahyuni, Novita Indrawati dan Al Azhar 
L ( 2018 ) tentang pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi 
akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan 
alokasi dana desa pada tahun 2018 ( studi empiris pada Desa-Desa di 
Kabupaten Rokan Hulu). Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk 
mengumpulkan data, obyek yang digunakan adalah 106 desa di Kabupaten 
Rokan Hulu. Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pernyataan 
pada variabel senjangan anggaran, asimetri informasi, komitmen 
organisasi dan group cohesiveness memiliki rhitung lebih besar dari rtabel 
(rhitung > 0,130), maka dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dalam 
variabel penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengujian 
reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil Cronbach Alpha 
lebih besar dari 0.6 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini reliabel 
atau dapat dipercaya. 
Penelitian lain dilakukan oleh Bani Renggo ( 2018 ) tentang 
pengaruh kompetensi aparatur Desa, komitmen organisasi, transparansi 
dan partisipasi masyarakat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
Desa di kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 





Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 6 desa,sampel yang digunakan 
dengan menggunakan purposive sampling yaitu perangkat desa yang 
menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan keuangan  dana desa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel 
independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. Uji 
yang digunakan dengan bantuan aplikasi SPSS. 
Penelitian lain juga dilakukan oleh ( Amanda Mutiara S, 2019), 
yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, 
dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa. Penelitian ini Populasi yang dilakukan adalah aparatur 
desa dalam lingkup pemerintah Kabupaten Magelang, dengan 
menggunakan sampel purposive sampling. Hasil Uji R Square 
menunjukkan bahwa nilai R square  0,352. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan ADD dapat 
dijelaskan oleh variabel kompetensi, sistem pengendalian internal, dan 
kualitas penyajian laporan keuangan sebesar 35,2 % sedangkan sisanya 
sebesar 64,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
Beberapa penelitain terdahulu yang menjadi referensi dalam 









Tabel 2.1  
Penelitian Terlebih Dahulu 
NO Nama Judul Penelitian Hasil 
1 Embun Widya 
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internal control system 




manajemen keuangan di 
lembaga pemerintahan 
di Kabupaten Indragiri 
Hulu. Sementara 
mempresentasikan 





manajemen keuangan di 
lembaga pemerintahan 
di Kabupaten Indragiri 














pengelolaan dana desa 
di Kabupaten 
Gorontalo. 
Penelitian ini penelitian 
kuantitatif dengan 
menggunakan metode 
survey dengan populasi 
dan sampel yaitu aparat 
pengelola dana desa 
dengan jumlah 
responden 120. Hasil 
yang didapat bahwa (1). 
pengaruh kompetensi 
aparat pengelola dana 
desa berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan dana desa, 
(2).Komitmen 
organisasi pemerintah 







pengelolaan dana desa, 
(3)partisipasi 
masyarakat 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
akuntabilitas 
pengelolaan dana desa. 




dependen dengan model 
persamaan 75,10% dan 














dana desa ( studi 







objek yang digunakan 
adalah 106 desa di 
kabupaten Rokan Hulu. 
Hasil pengujian 
validitas data untuk 
semua butir pernyataan 
pada variabel senjangan 
anggaran, asimetri 
informasi, komitmen 
organisasi dan group 
cohesiveness memiliki 
rhitung lebih besar dari 
rtabel (rhitung > 0,130), 
maka dapat 
disimpulkan seluruh 
item pernyataan dalam 




data untuk setiap 
variabel, diperoleh hasil 
Cronbach Alpha lebih 
besar dari 0.6 yang 





dalam penelitian ini 
reliabel atau dapat 
dipercaya. 
















adalah perangkat Desa 
di Kecamatan Talang 
Kelapa Kabupaten 
Banyuasin yang terdiri 




yaitu perangkat desa 
yang menduduki 
jabatan di bidang yang 
berkaitan dengan 
keuangan  dana desa. 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
secara parsial seluruh 
variabel independen 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap variabel 
dependen. Uji yang 
digunakan dengan 

















pemerintah desa   
Populasi yang 
dilakukan adalah 





sampling. Hasil Uji R 
Square menunjukkan 
bahwa nilai R square  













dan kualitas penyajian 
laporan keuangan 
sebesar 35,2 % 
sedangkan sisanya 
sebesar 64,8% 
dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model 
penelitian ini 
 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Kerangka pemikiran merupakan hal yang penting dalam sebuah 
penelitian khusunya pada penelitian kuantitatif . kerangka pemikiran 
merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat 
mendasari perumusan hipotesis. Teori tersebut digunakan dalam rangka 
untuk memberikan jawaban dari pemecahan masalah yang menyatakan 
hubungan antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis. ( Edy Suranta 
Sembiring, 2012 ). Berdasarkan pendapat yang ada maka kerangka pikir 
penelitian ini terdapat hipotesis sebagai berikut: 
1) Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan 
Dalam Mengalokasi Dana Desa 
Transparansi merupakan adanya informasi yang cukup 
akurat, tepat waktu mengenai kebijakan publik dan proses 
pembuatannya. Transparansi dapat dibangun dengan adanya 
kebebasan arus informasi yang dapat diterima langsung dan dapat 





masyarakat perlu mengetahui adanya sistem keterbukaan atau 
transparansi yang dapat memungkinkan masyarakat untuk 
memperoleh informasi mengenai keuangan dana Desa ( Hanifah 
dan Suci Indah, 2015 ). 
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan 
pertanggungjawaban terhadap tindakan seseorang atau lembaga 
atau pimpinan kolektif kepada pihak yang memiliki kewenangan 
dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam 
akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan 
semua kegiatan seperti dalam bidang administrasi keuangan 
terhadap pihak yang lebih tinggi.  Perumusan hipotesisnya sebagai 
berikut: 
H1 :  Transparansi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas  pemerintah dalam mengalokasi dana desa 
  
2) Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah 
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa 
Kompetensi merupakan suatu kecakapan, kemampuan dan 
keterampilan dengan kata lain kompetensi merupakan karakteristik 
yang melekat pada seseorang dan dapat  berpengaruh langsung 
terhadap kinerjanya ( McClelland dalam Rivai dalam Widyatama, 
2017 ). Dalam pengertian lain kompetensi juga dapat diartikan 





dengan suatu pekerjaan dengan kapasitas dalam menangani suatu 
pekerjaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Untuk 
meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi ( Frink 
dan Klimoski, 2004 dalam Mada ) dimana penelitian tersebut 
sejalan dengan beberapa peneliian yang dilakukan oleh Subroto 
(2009), Irma (2015). Hasil penelitianya menyatakan bahwa 
kompetensi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 
pemerintah dalam mengalokasi dana desa. Perumusan hipotesisnya 
sebagai berikut: 
H2 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa 
3) Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas 
Pemerintah Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. 
Sistem pengendalian internal merupakan cara untuk 
mengarahkan, mengawasi dan mengatur sumber daya organisasi 
dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan organisasi ( Siska, Wahyuni dan Al Azhar: 
2018 ). Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah yang 
terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan 
keyakinan tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan 
keuangan yang diandalkan ( Widyatama, 2017  ). Perumusan 





H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif 
terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola 
alokasi dana desa  
4) Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah 
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa 
Komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas yang 
dapat dari aparat atau karyawan dalam mencurahkan gagasan dan 
tanggungjawabnya terhadap organisasi untuk mencapai tujuan. 
Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas 
berdasarkan penelitian terdahulu menurut Behnam dan Maclean ( 
2011: 49 dalam Mada ) bahwa dukungan terhadap komitmen 
organisasi dapat mempengaruhi standar akuntabilitas. Menurut 
Brown dan Moore ( 2002:20, dalam Mada ) mengungkapkan 
bahwa perubahan besar terjadi pada akuntabilitas melalui 
komitmen organisasi dalam bekerja keras. Perumusan hipotesisnya 
sebagai berikut: 
H4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap       
 akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. 
5) Tanggung jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dalam 
Mengelola Alokasi Dana Desa  
Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung 
segala sesuatu atau resiko, kesadaran manusia dalam bertingkah 





maupun tidak sengaja ( KBBI ). Tanggung jawab dalam 
akuntabilitas terdapat kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan 
suatu laporan yang berhubungan dengan administrasi, media 
pertanggungjawaban tidak terbatas terhadap laporan 
pertanggungjawaban tetapi harus memadai aspek-aspek 
kemudahan untuk memberikan mandat, untuk mendapatkan 
informasi yang baik sehingga, akuntabilitas dapat tumbuh 
dilingkungan yang mengutamakan keterbukaan, sebagai landasan 
pertanggungjawaban ( Sulistiyani, 2011:71 dalam Hanifah dan 
Suci 2015 ).  Perumusan hipotesisnya sebagai berikut: 
H5 : Tanggung jawab berpengaruh positif terhadap  
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian dengan menjelaskan 
suatu teori dan gambaran yang terjadi  di lapangan dan menjelaskan 
karakteristik hubungan variabel yang akan diteliti dengan menggunakan 
analisis data angka ( numerik ) menggunakan metode statistik melalui 
pengujian hipotesis mengenai akuntabilitas pemerintah Desa dalam 
mengelola alokasi Dana Desa. Lokasi yang dilakukan untuk penelitian ini 
ada pada 11 Desa yang ada di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.  
B. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang 
diterapkan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2012: 115). Populasi merupakan keseluruhan sumber informasi data 
mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan penelitian. Populasi 
dalam penelitian ini adalah aparatur pada 11 Desa di Kecamatan Larangan 
Kabupaten Brebes. 
Sampel merupakan salah satu bagian jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012:116). Sampel yang dilakukan 





yang dijadikan sampel, hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang 
kecil dalam penelitian ini. Penentuan responden dengan jumlah 11 Desa 
yang dijadikan sampel dimana masing-masing desa terdapat 3 responden 
yaitu a). Kepala desa b). Sekretaris desa c). bendahara desa sehingga 
sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan jumlah 33 responden. 
C. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah pada setiap Desa 
yang ada dalam lingkup Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dimana 
Kecamatan Larangan terdapat 11 Desa. 
Tabel 3.1 
Nama Desa di Kecamatan Larangan 


















D. Difinisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1) Difenisi Konseptual 
Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang 
digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk menggunakan 
konsep yang akan digunakan dilapangan ( Effendi dan 
Singarimbun, 2002). Definisi konseptual dalam penelitian ini 
adalah :   
a. Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) 
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana 
Desa ( Y ) 
b. Variabel Independen ( Variabel Bebas ) 
a) Transparansi ( X1 ) 
Transparansi yaitu suatu keterbukaan pemerintahan dalam 
memberikan suatu informasi yang akan ditunjukkan kepada 
orang lain atau khalayak umum agar tidak ada suatu kecurigaan 
yang terjadi terhadap suatu pelaporan keuangan (Mardiasmo, 
2004 ). 
b) Kompetensi ( X2 ) 
kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan 
keterampilan yang relevan dengan pekerjaan, atau kapasitas 
untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu 
standar yang telah ditetapkan ( Airsoft smith dan Millership, 





c) Sistem pengendalian internal ( X3 )  
Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang 
dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem 
teknologi yang berguna untuk membantu organisasi dalam 
mencapai tujuan tertentu. ( Embun Widya Sari, 2017 ) 
d) Komitmen Organisasi ( X4 ) 
Komitmen organisasi merupakan keadaan seseorang dalam 
memilih organisasi dan tujuan tertentu. Menurut Nasution 
dalam Henny Hendratmi dkk, 2017 menjelaskan bahwa 
komitmen merupakan pengikat individu dengan suatu 
organisasi gagasan atau proyek yang dapat diwujudkan dengan 
mendedikasi dirinya sendiri dalam mencapai misi organisasi. 
e) Tanggung jawab ( X5 ) 
Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala 
sesuatu atau resiko, kesadaran manusia dalam bertingkah laku 
atau tindakan perbuatan yang dilakukan yang secara sengaja 
maupun tidak sengaja. 
2) Operasional Variabel 
Variabel merupakan apa yang dapat membedakan atau membawa 
variasi pada nilai ( Uma Sekaran, 2011:115). Penelitian ini terdapat 
variabel terikat ( dependent variabel ) dan variabel bebas ( independent 
variable ). Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian 





menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Variabel bebas 
merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik itu 
positif maupun negatif. Dalam variabel bebas ini terdapat kenaikan dan 
penurunan dalam variabel terikat atau dengan kata lain  variabel terikat 
ditentukan oleh variabel bebas ( Uma Sekaran, 2011:116-118). Berikut 





Variabel Dimensi Indikator Skala 
Transparansi (X1)  Keterbukaan 
 Kejelasan 
 Tugas dan Tanggung 
jawab 






















 Prosedur  dan 
peraturan 
 Pengawasan oleh 
atasan 
 Ketepatan posting 





untuk tetap atau 
keluar dari 
organisasi 









 Perasaan menjadi  
bagian organisasi 
 Ketersediaan 









 Informasi bebas dari 
kesalahan 
 Laporan disajikan 
dengan jujur dan 
benar 













 Laporan ADD 
rahasia 
 Penggunaan laporan 
 Laporan secara 




E. Metode Pengumpulan Data 
Dalam sebuah penelitian terdapat dua data yaitu data primer dan 
sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dengan 
melakukan kuesioner yang diberikan oleh responden jadi data primer ini 
merupakan data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, literatur, 





ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebar kuesioner di desa 
yang berada dalam lingkup kecamatan Larangan Brebes. 
F. Uji Kualitas Data 
Dalam penelitian dapat dilakukan berbagai uji untuk menentukan 
kehandalan dan ketepatan serta kualitas dari sebuah penelitian yang 
dilakukan dengan berbagai uji yaitu: 
a) Uji Validitas 
Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah  
atau tidaknya suatu kuesioner yang diberikan kepada responden  
(Ghozali, 2006). Uji validitas dapat dilakukan dengan korelasi 
bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor 
konstruk. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan kriteria jika r 
hitung  ≥ r tabel (0,000 ≥0,05) maka suatu pertanyaan dapat 
dinyatakan valid, namun jika r hitung itu ≤  r tabel (0,000 ≤ 0,05) 
maka suatu pertanyaan dapat dinyatakan tidak valid (Ghozali, 
2016:52) 
b) Uji Reliabilitas 
Uji relibialitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 
atau konstruk ( Ghozali, 2006 ). Dapat dikatakan reliabel suatu 
konstruk atau variabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ˃ 
0,06 dengan menggunakan aplikasi SPSS. ( Uma Sekaran, 2006 





G. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 
Uji ini merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis 
multivariate. Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan one 
sample kolmogorov smirnov. Uji kolmogorov merupakan uji yang 
membandingkan distribusi data ( yang akan diuji ) dengan 
distribusi baku. Distribusi baku merupakan data yang sudah di 
transfer ke dalam Z-Score dan asumsikan normal. Apabila nilainya 
0,05 maka menunjukkan tidak adanya perbedaan yang begitu 
signifikan, sedangkan jika nilai nya dibawah 0,05 maka 
menunjukkan perbedaan yang signifikan.  
 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji ini merupakan uji dengan tujuan menguji  apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independent). Jika ditemukan maka antar variabel ortogonal. 
Variabel Ortogonal merupakan variabel independen yang nilai 
korelasi antar variabel independen nilainnya sama dengan nol 
(Ghozali, 2013:103 dalam Adi Nugroho, 2018 ). Tolerance dan 
Variance Factor (VIF) adalah suatu nilai yang digunakan untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas pada regresi. 
Sedangkan Tolerance adalah mengukur variabilitas pada variabel 





independen lainnya. yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 
multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan 
nilai VIF ≥10 (Ghozali, 2018:109).  
Pengujian dengan nilai Tolerance yaitu: 
1. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak 
terjadi multikolinieritas. 
2. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi 
multikolinieritas. 
Pengujian dengan nilai VIF yaitu:  
1. Jika nilai VIF < 10,00 maka artinya tidak terjadi  
multikolinieritas. 
2. Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas 
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui ada 
atau tidaknya. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot dengan nilai 
prediksi antara variabel yang terikat atau dependen adalah ZPRED 
dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 





tidaknya pola tersebut pada grafik scatterplot antara ZPRED 
dan SRESID apabila di mana yang menunjukan sumbu Y 
merupakan Y yang akan diprediksi, dan sumbu X adalah residual 
(Y prediksi – Y sebenarnya) yang sudah di-studentlized.  
H. Metode Analisis Data 
Metode analisis data merupakan tahapan proses dalam penelitian 
dimana data yang dikumpulkan bertujuan untuk menjawab rumusan 
masalah. Analis data terdapat dua macam yaitu data kualitatif dan data 
kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dikerjakan dengan 
memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 
menemukan pola , sedangkan data kuantitatif merupakan metode data 
yang menggunakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data.  
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan 
untuk menguji pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
Rumus dari analisis regresi linear berganda. 
 Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 
Keterangan:  
Y  : Akuntabilitas Pemerintahan 
X1  : Transparansi 
X2  : Kompetensi 
X3  : Sistem Pengendalian Internal 
 X4  : Komitmen Organisasi  





A  : Konstanta 
b1:b5  :  Slope regresi atau koefisien regresi dari variabel X  
e  : Kesalahan Residual ( Error Turn ) 
 
b. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 
alam menerangkan variasi variabel dependen ( Ghozali, 2006 dalam 
Embun Widya Sari, 2017 ). Koefisien determinasi ini bertujuan untuk 
mengukur proporsi variabel yang tidak bebas dimana dijelaskan oleh 
regresi. Nilai R
2  
berkisar antara 0 sampai dengan 1, namun jika R
2 = 
0 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang sempurna, tetapi 
jika R
2 
= 1 maka terdapat hubungan antara variasi Y dan X yang dapat 
diterangkan oleh X. 
c. Uji Signifikasi parameter individual. ( uji statistik t ) 
Analisis ini digunakan untuk melihat tabel coefficients pada output 
SPSS. Dengan keputusan sebagai berikut 
1) Signifikan bila r value < (0,025) sehingga menerima H1. 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
a. gambaran umum kecamatan Desa Larangan 
Kecamatan larangan wilayah tengah kabupaten brebes. Jarak 
kecamatan Larangan dari kabupaten Brebes adalah 22 kilomer dengan 
luas wilayah kecamatan Larangan adalah 162,212 km
2 
dan jumlah 
penduduknya adalah 140.017 jiwa ( laki-laki 71.264 jiwa dan 
perempuan 68.753 jiwa ). Kecamatan Larangan terdiri dari 11 
Desa/kelurahan. Pusat pemerintahnya teretak pada Desa Larangan. 
Kecamatan ini di lalui Cirebon-Purwokwerto serta jalur kereta api 
Jakarta- Cirebon- Purwokerto- Yogyakarta-Surabaya. 
Kecamatan Larangan memiliki ketinggian wilayah rata-rata 43 
meter diatas permukaan laut. Topografi wilayahnya berupa dataran 
rendah dan perbukitan bergeombang dengan titik tertinggi yang 
mencapai ketinggian 300 Mdpl yaitu bukit Apak di Desa Wlahar, 
kecamatan Larangan dilintasi oleh sungai pemali di sepanjang 
perbatasan sebelah timur. Penduduk di kecamatan Larangan bermata 
pencaharian sebagian besar adalah petani dan pedagang dimana 
kawasan pertanian di Larangan ini membentang cukup luas sehingga 
menjadi salah satu penghasilpertanian yang sangat besar di wilayah 





Penduduk pada daerah ini menggunakan  bahasa jawa dialek 
yang memiliki kemiripan dengan dialek Banyumas atau ngapak namun 
sebagian penduduk kecamatan engan disebut berbahasa ngapak, sebab 
bahasa dialeknya berbeda. Penuturan bahasa di Kecamatan ini di bagi 
menjadi 2 bagian yaitu bahasa Jawa Ngapak untuk wilayah utara dan 
bahasa Sunda untuk wilayah selatan. 
b. Visi dan Misi kecamatan Larangan 
“ Dengan Pembinaan Perekonomian Melalui 
Pengembangan Agribisnis Didukung Pelayanan Prima 
Kepada Masyarakat ”. 
1) Visi Kecamatan Larangan tersebut dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
a) Pelayanan Prima 
Excellent Service ( pelayanan Prima ) yang diharapkan 
adalah pelayanan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat 
sasaran dalam memenuhi kebutuhan baik kepala daerah , 
perangkat daerah lainnya maupun kepada masyarakat.  
b) Masyarakat Mandiri 
Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang 
sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang 
telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan 
kekuatan sendiri.  





Penggalian berbagai kekayaan sumber daya alam yang 
menjadi kendala perlu dikembangkan sehingga berdaya 
tahan tinggi dan berdaya saing terhadap perkembangan 
dan gejolak ekonomi. 
d) Masyarakat Yang Adil 
Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang 
sejajar dan sederajat dengan masyarakat daerah lain yang 
telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan 
kekuatan sendiri.  
e) Berbasis Ekonomi Kerakyatan 
Perekonomian yang mengutamakan keberpihakan kepada 
rakyat dengan memberikan pilihan serta kesempatan, 
dikembangkan dengan memprioritaskan pemberdayaan 
ekonomi rakyat, sehingga pengusaha kecil menengah dan 
koperasi dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian 
daerah. 
2) Misi Kecamatan Larangan 
Misi Kecamatan Larangan merupakan rumusan umum 
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta 
misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten dalam 
merencakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( 
RPJMD ) maupun RENSTRA Kecamatan. 





a) Menyelenggarakan sistim pelayanan prima sesuai 
kebutuhan, yang dilaksanakan secara tertib, cepat, tepat, 
adil dan transparan; 
b) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan etika kerja 
serta akuntabilitas aparat Kecamatan dalam 
menyelengarakan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; 
c) Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan 
serta melaksanakan pembangunan secara efisien dan 
efektif; 
d) Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik ( 
good governance ) dan tata kelola pemerintahan yang 
bersih ( clean governance ); 
e) Mewujudkan pengelola lingkungan hidup yang 
bertanggungjawab dan berkelanjutan. 
c. Struktur Organisasi Kecamatan Larangan 
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Larangan Kabupaten 
Brebes adalah sebagai  berikut : 
1)   Camat Larangan 
2)  Sekretaris Kecamatan 
3)  Seksi Pemerintahan  dan Pelayanan Umum 
4)   Seksi Kesejahteraan Sosial 





6)   Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum 
7)   Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
8)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
9)   Kelompok Jabatan Fungsional 
 Uraian Tugas Jabatan Struktural  
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 
Organisasi Perangkat Daerah maka sesuai Peraturan Bupati Brebes 
Nomor 8 Tahun 2009 dijelaskan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan 
Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan sebagai berikut : 
1) Tugas dan Uraian Tugas Camat 
Camat mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan umum 
dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
keamanan dan ketertiban umum dan penegakan perundang-
undangan, pemeliharaan sarana dan fasliitas pelayanan umum, 
pemerintahan tingkat kecamatan, membina pemerintahan desa 
dan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum 
dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan. 
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati Brebes untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, 
rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 






Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut : 
a) Melaksanakan perumusan program kerja tahunan 
kecamatan berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas. 
b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna 
sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas 
pembangunan di wilayah. 
c) Melaksanakan pemberian pelayanan umum kepada 
penduduk dengan memberi legalisasi surat pengantar 
atau permohonan. 
d) Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat. 
e) Melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan sosial 
f) Melakukan pembinaa dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat dan desa 
g) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
umum. 
h) melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
i) Melaksanakan pengawasan melekat dengan memonitor 
dan mengevalusi tugas-tugas bawahan. 
j) melaksanakan unsur ketatausahaan kantor. 






2) Tugas dan Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan dan Subbagian 
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat 
dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 
perangkat kecamtan yang meliputi urusan bidang perencanaan, 
keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan ketatausahaan. 
Uraian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut : 
a) Melaksanakan penyusuan program kerja tahunan 
sebagai pedoman pelaksanan tugas. 
b) Melaksanakan penyusnan rencana kegiatan berdasarkan 
hasil evaluasi kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
d) Melaksanakan pendistribusian tugas pada bawahan dan 
unsur perangkat kecamatan sesuai tugasnya. 
e) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, 
perjalanan dinas, kepegawaian, ketatausahaan, 
perlengkapan dan kerumahtanggaan. 
f) Melaksnakan penelitian dan membubuhi paraf 
koordinasi terhadap surat dan naskah dinas lain serta 
melegalisasi suart-surat. 






Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaai 
bawahan langsung dari Sekretaris Kecamatan mempunyai 
tugas pokok melakukan perencanaan kegiatan dengan unit 
kerja lain dan melakukan kegiatan administrasi keuangan, 
dengan uraian tugas sebagai berikut : 
a) Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan 
pelaporan pelaksanaan program. 
b) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan. 
c) Melakukan pengumpulan peraturan perundangn-
undangan bidang keungan. 
d) Melakukan penyusunan anggaran dan laporan 
pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan. 
e) Melakukan kegiatan pembayaran gaji dan kegiatan 
bidang keuangan lainnya. 
f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Kecamatan. 
Adapun Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang rumah 
tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, 
kepegawaian dan ketatalaksanaan. 
Uraian tugas Subbagian Umum dan kepegawaian adalah 
sebagai berikut : 





menghimpun  peraturan perundangan-undangan bidang 
kepegawaian. 
b) Melaksanakan kegiatan pengandalian durat-surat dinas, 
pengelolaan arsip, perlengkapan dan kepegawaian. 
c) Melakukan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, 
upacara dan acara resmi lainnya. 
d) Melakuan kegiatan administrasi pengelolaan inventaris 
kantor  
e) Melakukan kegiatan administrasi kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala dan administrasi kepegawaian 
lainnya. 
f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Camat. 
3) Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 
Umum 
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 
mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang 
pemerintahan kecamatan dan bidang pelayanan umum. 
Uraian tugas Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum 
adalah sebagai berikut : 
a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan 
hasil evaluasi kerja. 





rangka pelaksanaan tugas. 
c) Melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan 
pembinaan administrasi kelurahan dan desa dibidang 
keuangan, pemerintahan umum, kependudukan, 
pencatatan sipil, sosial politik dan keagrariaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
d) Melakukan inventarisasi permasalahan bidang 
pemerintahan dan pelayanan umum dan merumuskan 
pedoman pemecahannya. 
e) Melakukan kegiatan administrasi pajak dan retribusi 
berdasarkan laporan dari kelurahan dan desa 
f) Melakukan penyusunan bahan pembinaan pajak bumi 
dan bangunan, pajak daerah dan retribusi daerah secara 
koordinatif. 
g) Melakukan bimbingan dan pembinaan bidang 
pemerintahan dalam rangka penyiapan bahan lomba 
desa dan lomba yang lain. 
h) Melakukan penilaian dengan DP3 kepada bawahan. 
i) Melakukan kegiatan untuk melaporkan secara lisan atau 
tertulis semua kegiatan yang diberikan oleh Camat 
sebagai pertanggungjawaban. 
j) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 





Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok 
melakukan kegiatan dibidang bantuan sosial, agama, 
kepemudaan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan 
perempuan dan keolahragaan. 
Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Soial adalah sebagai 
berikut : 
a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan 
hasil evaluasi kerja. 
b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas. 
c) Melakukan penyusunan bahan dan pelaksanaan 
pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, agama, 
kepemudaan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan 
perempuan dan keolahragaan. 
d) Melakukan inventarisasi permasalahan bidang 
kesejahteraan sosial dan merumuskan pedoman 
pemecahannya. 
e) Melakukan kegiatan pemberian rekomendasi atau 
perijinan dibidangnya sesuai tugas pokok. 
f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka penanganan bantuan sosial dan korban bencana 
alam. 





h) Melakukan kegiatan untuk melaporkan secara lisan atau 
tertulis semua kegiatan yang diberikan oleh Camat 
sebagai pertanggungjawaban. 
i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat . 
5) Tugas dan Uraian Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan kegiatan 
bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan uraian tugas 
sebagai berikut : 
a) Melakukan penyusunan rencana program kegiatan 
berdasarkan hasil evaluasi kerja. 
b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas. 
c) Melakukan inventarisasi permasalahan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan merumuskan 
pedoman pemecahannya. 
d) Melakukan kegiatan pembinaan terhadap LKMD, PKK 
dan P2WKSS. 
e) Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkembangan 
perekonomian Desa dan Kelurahan berkaitan dengan 
dana bantuan dan ekonomi lemah. 





perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, 
peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri 
kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil 
produksi. 
g) Melakukan penilaian dengan DP3 kepada bawahan 
h) Melakukan kegiatan untuk melaporkan secara lisan atau 
tertulis semua kegiatan yang diberikan oleh Camat 
sebagai pertanggungjawaban. 
i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat . 
6) Tugas dan Uraian Tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban 
Umum 
Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum mempunyai 
tugas pokok melakukan kegiatan dan pembinaan bidang 
keamanan dan ketertiban umum. 
Uraian tugas Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum adalah 
sebagai berikut : 
a) Melakukan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban umum. 
b) Melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggota Polisi 
Pamong Praja. 
c) Melakukan penyusunan rencana kerja kegiatan 
berdasarkan hasil evaluasi kerja. 





rangka pelaksanaan tugas. 
e) Melakukan inventarisasi permasalahan bidang 
keamanan dan ketertiban umum dan merumuskan 
pedoman pemecahannya. 
f) Melakukan kegiatan pengamanan kantor dan patroli 
wilayah. 
g) Melakukan kegiatan pembinaan dan penertiban terhdap 
pedagang kaki lima bersama instansi terkait. 
h) Melakukan kegiatan pemberian rekomendasi perijinan 
sesuai bidang tugasnya. 
 
i) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana alam 
bersama instansi terkait. 
j) Melakukan pembinaan terhadap kegiatan perindungan 
masyarakat (Linmas) bersama instansi terkait. 
k) Melakukan penilaian dengan DP3 kepada bawahan 
l) Melakukan kegiatan untuk melaporkan secara lisan atau 
tertulis semua kegiatan yang diberikan oleh Camat 
sebagai pertanggungjawaban. 
m)      Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat . 
B. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini di peroleh dari data kuesioner yang diolah 





sebanyak 33 responden dimana ini sesuai dengan data yang di inginkan 
oleh peneliti. Rincian hasil pengolahan data yang telah di olah sebagai 
berikut : 
1. Stastistik Deskriptif 
Berkaitan dengan deskriptif data responden yang dijadikan sebagai 
bahan untuk penelitian ini, maka peneliti menjabarkan dalam beberapa 
klasifikasi tertentu. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada jenis kelamin, 
usia responden, tingkat pendidikan, lama bekerja. Jumlah responden 
yang diambil yaitu 3 responden untuk setiap desanya dengan jumlah 
desa 11 sehingga jumlah keseluruhan responden ini 33 responden. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara 
menyebarkan kuesioner  atau angket di setiap desanya dengan menemui 
nya. Kuesioner tersebut berisi 5 variabel independen sebagai berikut: 
a) Transparansi terdiri dari 5 item pertanyaan ( X1.1, X1.2, X1.3, 
X1.4, X1.5 ) 
b) Kompetensi terdiri dari 5 item pertanyaan ( X2.1,X2.2, X2.3, X2.4, 
X2.5 ) 
c) Sistem pengendalian internal terdiri dari 5 item pertayaan( X3.1, 
X3.2, X3.4,X3.4,X3.5 ) 
d) Komitmen organisasi terdiri dari 5 item pertanyan( X4.1, X4.2, 





e) Tanggungjawab terdiri dari 5 item pertanyaan ( X5/1, X5.2, X5.3, 
X5.4, X5.5 ) 
Dan 1 variabel dependen yaitu Akuntabilitas pengelolaan alokasi 
dana desa yang terdiri dari 5 item pertanyaan ( Y1.1, Y1.2, Y1.3, 
Y1.4, Y1.5 ). 
Setelah semua data di isi oleh responden langkah 
selanjutnya yaitu mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan 
karakteristik sebagai berikut: 
1. Klasifkasi responden menurut jenis kelamin. 
Dengan melihat data jenis kelamin responden, maka peneliti tahu 
jenis kelamin terbanyak. Berikut klasifikasi jenis kelamin tersebut: 
Tabel 4.1 
Data Responden menurut jenis kelamin 
 
S




    sumber : hasil data kuesioner yang diolah SPPS 23 
 
Data klasifikasi responden pada tabel di atas menunujukkan 
jumlah responden terbanyak adalah responden laki-laki dengan 
jumlah 31 atau sebanyak 93.9% dari total jumlah responden secara 
keseluruhan. Adapun jumlah responden perempuan dengan jumlah 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid LAKI-LAKI 31 93.9 93.9 93.9 
PEREMPUAN 2 6.1 6.1 100.0 





2 atau sebanyak 6.1% dari total responden. Hal tersebut 
menunjukkan kaum lelaki lebih dominan dari pada populasi 
perempuan karena aparat desa kebanyakan adalah para kaum laki-
laki. 
2. Klasifikasi responden menurut umur 
Tabel 4.2 
Data responden menurut klasifikasi umur  
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20-30 tahun 6 18.2 18.2 18.2 
31-40 tahun 15 45.5 45.5 63.6 
41-50 tahun 12 36.4 36.4 100.0 
Total 33 100.0 100.0  
Sumber: hasil data kuesioner yang diolah SPSS 23 
Data klasifikasi responden pada tabel diatas menunjukkan jumlah 
responden terbanyak yaitu berkisar antara 31-40 tahun atau sejumlah 
45.5%,  
3. Klasifikasi responden menurut pendidikan  
Tabel 4.3 
Data responden menurut klasifikasi pendidikan 
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 32 97.0 97.0 97.0 
S1 1 3.0 3.0 100.0 
Total 33 100.0 100.0  






Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa pendidikan 
paling banyak di duduki adalah pendidikan tingkat atas atau SMA 
dengan jumlah 32 responden atau sebanyak 97.0% dan tingkat 
pendidikan stara 1 hanya satu pada aparat desa dari populasi 11 
Desa tersebut atau dengan jumlah 1 atau sebanyak 3.0%. banyak  
4. Klasifikasi responden menurut pengalaman kerja  
Tabel 4.4 
Data responden menurut klasifikasi pengalaman kerja 
 
Pengalaman kerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-5 tahun 20 60.6 60.6 60.6 
6-10 thn 11 33.3 33.3 93.9 
10-15 thn 2 6.1 6.1 100.0 
Total 33 100.0 100.0  
Sumber: Data responden yang diolah SPSS 23 
 
Dari hasil olah data diatas menunjukan bahwa pengalaman 
kerja di pemerintah desa menunjukan rata – rata pengalaman kerja 
dengan angka persentase 60,0 % dengan rentang watu 1 sampai 5 
tahun, sedangkan yang 6 – 10 tahun pengalaman kerjanya sebesar 
33,3 %, serta yang 10 – 15 tahun hanya 6,1 %, dari data persentase 
tersebut dapat di simpulkan bahwa angka pengalaman kerja di 
pemerintahan desa di kecamatan Larangan rata – rata orang baru 
yang di rekrut untuk bekerja di pemerintahan Desa. 
Kemudian hasil jawaban kuesioner data responden selanjutnya 





setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
Kriteria tersebut kemudian peneliti jumlahkan per butir kuesioner 
pada setiap variabel peneltiannya. Adapun keterangan secara lebih 
lengkap sebagai berikut: 
a. Kuesioner transparansi 
Tabel 4.5 
Deskripsi hasil kuesioner Transparansi 
Statistics 
 XI.1 XI.2 XI.3 XI.4 XI.5 
N Valid 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.97 3.85 3.67 3.91 3.85 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 
Sum 131 127 121 129 127 
Sumber: Data output yang diolah SPSS 23 
 
Dari tabel 4.5  tersebut menunujukkan pada variabel X1 atau 
Transparansi dari 33 kuesioner yang dibagikan dapat terjawab atau 
terisi semua pertanyaan X1.1 atau “ informasi yang diberikan publik 
memberikan transparansi ” yang dijawab responden dengan jumlah 
keseluruhan pertanyaan 30 dimana masing – masing per variabel 
terdapat 5 item pertanyaan. Data tersebut menunujukka bahwa angka 
yang sering muncul atau modus yaitu 4, median 4 dan mean 3,97. 
Pada pertanyaan X1.2 atau “ transparansi anggaran dapat 
mengakomodasi usulan suara rakyat ” pada tabel diatas menunjukkan 
bahwa  angka yang sering muncul atau modus yaitu 4 dengan median 4 





Pada pertanyaan ke X1.3 atau “ pengumuman kebbijakan anggaran 
mudah didapatkan publik sehingga masyarakat jelas mengetahui 
informasi ” pada tabel diatas menunjukkan bahawa angka yang sering 
muncul atau modus 4, median 4 dan mean 3,67. 
Pada pertanyaan ke X1.4 atau “ pengumuman anggaran kepada 
masyarakat dapat meningkatkan transparansi ”pada kuesioner yang 
telah di olah pada SPSS yang ada pada tabel diatas menunjukkan 
bahwa angka yang sering muncul atau modus 4, median 4 dan 
meannya yaitu 3,91. 
Pada pertanyaan ke X1.5 atau tentang “ pengumuman anggaran 
dapat di dapat setiap waktu ” pada kuesioner yang telah diolah pada 
aplikasi SPSS yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka 
yang sering muncul atau modus 4, median 4 dan mean 3,85. 
b. Kuesioner kompetensi 
Tabel 4.6 
Deskripsi hasil kuesioner kompetensi 
 
Statistics 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
N Valid 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4.03 3.88 3.73 3.85 3.97 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 
Sum 133 128 123 127 131 






Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua responden menjawab 
semua pertanyaan variabel X2 atau Kompetensi dari kuesioner yang 
telah dibagikan oleh peneliti . pada pertanyaan X2.1 atau tentang “ 
pemerintah Desa mampu mengoperasikan komputer ” menunjukkan 
angka yang sering muncul atau modus 4, median, 4 dan meannya yaitu 
4,03. 
Pada pertanyaan X2.2 atau tentang” pemerintah desa 
berpendidikan paling rendah tamatan SMA ”pada tabel diatas yang 
telah diolah pada aplikasi SPSS 23 menunjukkan bahwa angka yang 
sering muncul atau modus adalah 4, median 4 dan mean 3,88. 
Pada pertanyaan X2.3 tentang “ pemerintah desa mampu 
membiming karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya” pada tabel 
diatas yang telah diolah pada aplikasi SPSS 23 menunjukkan bahwa 
angka yang sering muncul atau modus 4, median 4 dan mean 3,73. 
Pada pertanyaan X2.4 atau tentang “ pemerintah desa memahami 
ilmu akuntansi” pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka yang 
sering muncul atau modus 4, median 4 dan mean 3,85 
Pada pertanyaan X2.5 atau tentang “ pemerintah desa memahami 
setiap tugasnya dan telah melaksanakan dengan baik”  pada tabel 
diatas menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau modus 4, 







c. Kuesioner sistem pengendalian internal  
Tabel 4.7 
Deskripsi hasil kuesioner sistem pengendalian internal 
 
Statistics 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
N Valid 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.97 3.94 3.85 3.88 3.82 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 
Sum 131 130 127 128 126 
        Sumber : Data output yang diolah SPSS 23 
 
Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada variabel X3 atau 
sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa semua 
responden mengisi semua jawaban dari kuesioner yang telah di 
bagikan oleh peneliti. Pada pertanyaan pertama atau X3.1 
mengenai “ pemerintah desa memiliki struktur desa yang jelas” 
menunjukkan angka yang sering muncul yaitu 4, median 4 dan 
mean 3,97. 
Pada pertanyaan X3.2 atau tentang “ adanya kejelasan tugas 
dan wewenang dalam pemerintah desa” pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau modus yaitu 
4, median 4 dan mean 3,94. 
Pada pertanyaan ke 3 atau X3.3 mengenai “ memiliki rencana 
pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran”terdapat angka 





Pada pertanyaan ke 4 atau X3.4 mengenai “ aparatur desa selalu 
menerapkan perilaku dan norma yang aik dalam setiap kegiatan” 
menunjukkan angka yang sering muncul ata modus 4, median 4 
dan mean 3,88. 
Pada pertanyaan ke 5 atau X3.5 mengenai “ aparatur desa 
menjalin hubungan yang baik dengan intansi terkait sehubungan 
dengnan program kerja yang dilakukan”  pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau modus yaitu 
4, median 4 dan meannya yaitu 3,82 
d. Kuesioner komitmen organisasi 
Tabel 4.8 






Sumber : Data output yang diolah SPSS 23 
Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada variabel X4 atau 
Komitmen organisasi semua responden mengisi semua kuesioner 
yang telah dibagikan oleh peneliti. Pada pertanyaan X4.1 atau 
mengenai “ kecintaan terhadap organisasi” menunjukkan angka 
yang sering muncul yaitu 4 dengan median 4 dan mean 3,97. 
Pada pertanyaan ke 2 X4.2 atau tentang “ loyalitas yang tinggi dari 
aparat dapat mempertahankan ekstensi organisasi” ini 
Statistics 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
N Valid 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.97 4.00 3.94 3.97 3.97 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 





menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau modus 4 
dengan angka median 4 dan mean 4. 
Pada pertanyaan X4.3 mengenai “ keperdulian aparat desa terhadap 
tugas pokok” menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau 
modus yaitu 4, median 4 dan mean 3,94 
Pada pertanyaan X4.4 mengenai “ aparat senantiasa 
mengarahkan segala upaya agar tujuan organisasi tercapai” 
menunjukkan angka yang sering muncul atau modus yaitu 4, 
median 4 dan mean 3,97 
Pada pertanyaan X4.5 mengenai “ aparat yang tidak dapat 
bekerja diluar organisasi mereka memiliki kesetiaan yang tinggi 
terhadap organisasi”  menunjukkan angka yang sering muncul 4, 
median 4 dan mean 3,97 
e. Kuesioner Tanggungjawab 
Tabel 4.9 
Deskripsi hasil kuesioner tanggungjawab 
 
Statistics 
 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
N Valid 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.97 3.82 3.88 4.00 4.00 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 
Sum 131 126 128 132 132 
        Sumber : Data output yang diolah SPSS 23 
 
Pada tabel 4. 9 menunjukkan bahwa pada variabel X5 atau 
tanggungjawab semua responden mengisi kuesioner yang telah di 





pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun tahun anggaran” 
menunjukkan bahwa angka yang sering muncul yaitu 4, median 4 
dan mean 3,97. 
Pada pertanyaan X5.2 atau tentang “ laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat 
disampaikan 1 ( satu) bulan setelah akhir tahunpada tabel diatas 
menunjukkan bahwa angka yang sering muncul yaitu 4, median 4 
dan mean 3,82 
Pada pertanyaa X5.3 atau tentang “ laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa 
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan” pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau modus 4, 
median 4 dan mean 3,88 
Pada pertanyaan X5.4 atau tentang “ aparat desa harus 
bertanggungjawab atas kinerja yang dilakukannya” pada tabel di 
atas menunjukkan bahwa angka yang sering muncul atau modus 
yaitu 4, median 4 dan mean 4 
Pada pertanyaan ke 5 atau X5.5 mengenai “ kepala desa harus 
memenuhi janji yang dibuatnya dengan perkataan yang dikatakan 
pada saat pilkades” pada tabel diatas ini menunjukkan bahwa 






f. Kuesionerakuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa 
Tabel 4.10 







        
      
Sumber : Data Output hasil olah pada SPSS 23 
 
Pada tabel 4.10 menunjukkan bhwa semua responden pada 
variabel Y atau Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini 
menjawa semua kuesioner yang telah dibagikan oleh responden. 
Pada pertanyaan Y.1 atau “ pemerintah desa dilarang mengambil 
pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan oleh 
peraturan ” pada tabel tersebut menunjukkan bahwa angka yang 
sering muncul 4, median 4 dan mean 3,91 
Pada pertanyaan ke 2 atau Y.2 mengenai “ sekertaris desa 
menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan 
RKPDesa”  menunjukkan bahwa angka yang sering muncul 4 
dengan median 4 dan meannya 3,70 
Descriptive Statistics 
Statistics 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
N Valid 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.91 3.70 3.88 3.85 3.97 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 





Pada pertanyaan ke 3 atau Y.3 mengenai “ bendahara desa 
membuat buku kas umum” pada tabel diatas menunjukkan angka 
yang sering muncul 4, median 4 dan mean 3,88 
Pada pertanyaan ke 4 atau Y.4 mengenai “ kepala desa 
menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan”, 
menunjukkan angka yang sering muncul yaitu 4, median 4 dan 
mean 3,85 
Pada pertanyaan ke 5 atau Y.5 mengenai “ laporan 
keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada 
BPD setiap akhir tahun” menunjukkan angka yang sering muncul 
atau modus yaitu 4, median 4 dan mean 3,97 
2. Uji Kualitas data 
Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan guna 
memperoleh hasil yang dapat diandalkan dan teruji dari hasil kuisioner. 
Berikut merupakan uraian dari uji validitas dan reliabilitas instrumen yang 
dilakukan peneliti:  
a. Uji Validitas 
Peneliti melakukan uji validitas ini untuk menentukan kevalidan 
kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti dengan menggunakan 
program  SPSS  versi 23, dimana  setelah  data  hasil jawaban 
responden diperoleh dan diproses, setiap item butir pernyataan 
masing-masing mempunyai nilai r hitung yang akan diperbandingkan 





(5%),  suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika r hitung item butir 
pertanyaan ˃ r tabel. Namun jika r hitung butir pertanyaaan ˂ r tabel 
maka dikatakan bahwa butir pertanyaan  kuesioner  pada  suatu  
variabel  adalah  tidak  valid. Adapun besarnya nilai r tabel dapat 
diperolah dengan df= n – 2, dimana n= 33 sampel, sehingga df = 33 
– 2 = 31. Berikut Merupakan rincian dari Uji Validitas yang 
dilakukan oleh peneliti pada setiap butir item pernyataan: 
1) Uji validitas item butir kuesioner Transparansi 
Berikut ini merupakan hasil pengolahan data menggunakan 
SPSS 23: 
Tabel 4.11 





r hitung r tabel 
1 0,593 0,4032 Valid 
2         0,636       0,4032 Valid 
3  0, 875       0,4032 Valid 
4 0,755       0,4032 Valid 
5 0,634       0,4032 Valid 
Sumber : Data output uji validitas yang diolah pada lampiran  
Setelah peneliti melakukan uji validitas seperti yang 





pernyataan telah menghasilkan seluruh nilai r hitung yang lebih 
besar dari nilai r tabel. Dan dinyatakan valid 
2) Uji validitas item butir kuesioner kompetensi 
Tabel 4.12 




r hitung r tabel 
1 0,687 0,4032 Valid 
2 0,842 0,4032 Valid 
3 0,863 0,4032 Valid 
4 0,755 0,4032 Valid 
5 0,723 0,4032 Valid 
Sumber : Data output uji validitas yang diolah pada lampiran  
Setelah peneliti melakukan uji validitas seperti yang 
tertera di tabel 4.12 maka dapat dilihat bahwa seluruh item 
pernyataan telah menghasilkan seluruh nilai r hitung yang lebih 
besar dari nilai r tabel. Dan dinyatakan valid. 
3) Uji validitas item butir kuesioner sistem pengendalian internal 
Tabel 4.13 




r hitung r tabel 





2 0,713      0,4032 Valid 
3 0,736      0,4032 Valid 
4 0,630      0,4032 Valid 
5 0,689      0,4032 Valid 
Sumber : Data output uji validitas yang diolah pada lampiran  
Setelah peneliti melakukan uji validitas seperti yang 
tertera di tabel 4.11 maka dapat dilihat bahwa seluruh item 
pernyataan telah menghasilkan seluruh nilai r hitung yang lebih 
besar dari nilai r tabel. Dan dinyatakan valid. 
4) Uji validitas item butir kuesioner komitmen organisasi 
Tabel 4.14 





r hitung r tabel 
1 0,613 0,4032 Valid 
2         0,811       0,4032 Valid 
3 0,796      0,4032 Valid 
4 0,848      0,4032 Valid 
5 0,774      0,4032 Valid 
Sumber : Data output uji validitas yang diolah pada lampiran  
Setelah peneliti melakukan uji validitas seperti yang 





pernyataan telah menghasilkan seluruh nilai r hitung yang lebih 
besar dari nilai r tabel. Dan dinyatakan valid. 
5) Uji validitas item butir kuesioner tanggungjawab 
Tabel 4.15 




r hitung r tabel 
1 0,650 0,4032 Valid 
2          0, 788 0,4032 Valid 
3 0,870 0,4032 Valid 
4 0,834 0,4032 Valid 
5 0,833 0,4032 Valid 
Sumber : Data output uji validitas yang diolah pada lampiran  
Setelah peneliti melakukan uji validitas seperti yang 
tertera di tabel 4.15 maka dapat dilihat bahwa seluruh item 
pernyataan telah menghasilkan seluruh nilai r hitung yang lebih 
besar dari nilai r tabel. Dan dinyatakan valid. 















r hitung r tabel 
1 0,789 0,4032 Valid 
2         0,809 0,4032 Valid 
3 0,824 0,4032 Valid 
4 0,837 0,4032 Valid 
5 0,628 0,4032 Valid 
Sumber : Data output uji validitas yang diolah pada lampiran  
Setelah peneliti melakukan uji validitas seperti yang 
tertera di tabel 4.16 maka dapat dilihat bahwa seluruh item 
pernyataan telah menghasilkan seluruh nilai r hitung yang lebih 
besar dari nilai r tabel. Dan dinyatakan valid. 
b. Uji Realibilitas 
Uji realibialitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 
atau konstruk ( Ghozali, 2006 ). Adapun output uji reliabilitas yang 















Transparansi 0,730 600 < r < 0,800 Reliabel sangat kuat 
Kompetensi  0,833 r > 0,800 Reliabel sangat Kuat 
Sistem pengendalian internal 0,717 r > 0,800 Reliabel sangat Kuat 
Komitmen organisasi 0, 827 r > 0,800 Reliabel sangat Kuat 
Tanggunjawab 0,858 r > 0,800 Reliabel sangat Kuat 
Akuntabilitas pengelolan 
alokasi dana desa 
0,833 r > 0,800 Reliabel sangat kuat 
     Sumber : Data output uji reliabilitas yang diolah pada lampiran  
Berdasarkan keterangan pada tabel telah menunjukan nilai alpha 
secara keseluruhan kuesioner berada pada klasifikasi antara 0,600 < r < 
0,800 yang berarti data memiliki tingkat reliabilitas kuat dan r > 0,800 
yang berarti data memiliki tingkat reliabilitas sangat kuat. 
3. Uji Asumsi Klasik  
Uji Asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji 
Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan 
rincian dari penjelasan hasil pengujian asumsi klasik: 
a. Uji Normalitas 
Uji ini merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis 
multivariate. Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan one sample 





membandingkan distribusi data ( yang akan diuji ) dengan distribusi baku. 
Distribusi baku merupakan data yang sudah di transfer ke dalam Z-Score 
dan asumsikan normal. Apabila nilainya 0,05 maka menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang begitu signifikan, sedangkan jika nilai nya 











Keterangan pada tabel di atas menunjukkan uji normalitas terhadap 
model regresi yang telah dihasilkan. Tabel dengan Kolmogorov-
Smirnov diperoleh nilai sebesar 0,20 lebih besar dari nilai 0,05 
maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal 
b. Uji Multikolinearitas 
 
Uji ini merupakan uji dengan tujuan menguji  apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika 
ditemukan maka antar variabel ortogonal. Variabel Ortogonal merupakan 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.28636095 
Most Extreme Differences Absolute .114 
Positive .114 
Negative -.075 
Test Statistic .114 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 





variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen 






1 (Constant)   
Transparansi .862 1.160 
Kompetensi .639 1.565 
Sistem pengendalian internal 
Komitmen organisasi 
           .537 
           .436 
    1.862 
     2.294 
Tanggungjawab .645      1.550 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa 
 
Dari tabel di atas  peneliti dapat menyimpulkan bahwa   model 
regresi yang dihasilkan terbebas dari gejala multikolinearitas karena  
nilai tolerance Transparansi sebesar 0,862 ˃ 0,10; nilai tolerance 
kompetensi sebesar 0,639 ˃ 0,10; nilai tolerance sistem 
pengendalian internal sebesar 0,537 ˃ 0,10 nilai tolerance 
komitmen organisasi sebesar 0,436 ˃ 0,10 dan nilai tolerance 
tanggungjawab sebesar 0,645 > 0,10. Sementara di sisi lain nilai VIF 
transparansi adalah sebesar 1,160 ˂ 10,00; nilai VIF kompetensi 





sebesar 1,862 ˂ 10,00; nilai VIF komitmen organisasi sebesar 2.294 
< 10,00 dan nilai VIF tanggungjawab sebesar 1,550 ˂ 10,00. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 
pangamatan lain.  
Gambar  4.1 




                   Sumber : Hasil Output SPSS Uji Heteroskoedastisitas 
 
 Berdasarkan output di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik 
tersebut menyebar dengan  pola  yang  tidak  jelas  atau  titik-titik 
tersebut  tidak  membentuk  pola tertentu serta penyebaran titik-
titik tersebut berada di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. 
Dengan demikian dapat  diambil suatu kesimpulan bahwa model 






4. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis) 
Metode analisis linier berganda digunakan dalam penelitian ini. 
Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, 
Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan 
Tanggungjawab terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola 
Alokasi Dana Desa. Menurut perhitungan SPSS diperoleh nilai output 
sebagai berikut: 
Tabel 4.20 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.063 3.866  1.310 .201 
Transparansi .177 .143 .196 1.237 .227 
Kompetensi -.030 .144 -.038 -.206 .838 
Sistem Pengendalian 
Internal 
.100 .225 .089 .444 .661 
Komitmen Organisasi .098 .181 .120 .541 .593 
Tanggung Jawab .383 .153 .458 2.503 .019 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Sumber : Hasil Output SPSS Analisis Regresi Linear Berganda 
Berdasarkan tabel di atas tertera nilai kolom B constant adalah 
sebesar 5,063; nilai transparansi sebesar 0,177; nilai kompetensi sebesar 
-0,030; nilai sistem pengendalian internal sebesar 0,100;  n i l a i  
k o mi tm en  o r ga n i s a s i  s e be s a r  0 , 0 9 8  dan nilai tanggungjawab 
0,383. Apabila dibentuk persamaan regresi berganda maka :  








1) Nilai constanta sebesar 5,063 berarti apabila dalam model regresi tidak 
terdapat transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, 
komitmen organisasi dan tanggungjawab maka besarnya 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa sebesar 5,063. 
2) Nilai Transparansi sebesar 0,177 berarti apabila nilai transparansi mengalami 
kenaikan satu satuan, maka nilai besarnya akuntabilitas pemerintah dalam 
mengelola alokasi dana desa akan naik sebesar 0,177 (17,7%) dengan 
ketentuan nilai variabel kompetensi, sistem pengedalian internal, komitmen 
organisasi dan tanggungjawab adalah tetap. 
3)  Nilai kompetensi - 0,030 berarti apabila nilai transparansi mengalami 
kenaikan satu satuan, maka nilai besarnya akuntabilitas pemerintah dalam 
mengelola alokasi dana desa akan turun sebesar 0,030 (3%) dengan ketentuan 
nilai variabel transparansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi 
dan tanggungjawab adalah tetap. 
4) Nilai sistem pengendalian internal sebesar 0,100 berarti apabila nilai 
transparansi mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai besarnya 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa akan naik sebesar 
0,100 (10%) dengan ketentuan nilai variabel transparansi, kompetensi, , 
komitmen organisasi dan tanggungjawab adalah tetap. 
5) Nilai komitmen organisasi sebesar 0,098 berarti apabila nilai transparansi 





dalam mengelola alokasi dana desa akan naik sebesar 0,098 (9,8%) dengan 
ketentuan nilai variabel transparansi, kompetensi, sistem pengedalian internal, 
dan tanggungjawab adalah tetap. 
6) Nilai Tanggungjawab sebesar 0,383 berarti apabila nilai transparansi 
mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai besarnya akuntabilitas pemerintah 
dalam mengelola alokasi dana desa akan naik sebesar 0,383 (38,3%) dengan 
ketentuan nilai variabel kompetensi, sistem pengedalian internal, komitmen 
organisasi adalah tetap. 
5. Koefesien Determinasi 
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 
alam menerangkan variasi variabel dependen ( Ghozali, 2006 dalam 
Embun Widya Sari, 2017 ). Koefisien determinasi ini bertujuan untuk 
mengukur proporsi variabel yang tidak bebas dimana dijelaskan oleh 
regresi. Nilai R
2  
berkisar antara 0 sampai dengan 1, namun jika R
2 = 
0 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang sempurna, tetapi jika 
R
2 
= 1 maka terdapat hubungan antara variasi Y dan X yang dapat 
diterangkan oleh X. Adapun  hasil  output SPSS koefisien determinasi 
















Sumber: Hasil Output SPSS  Koefisien Determinasi 
 
 
Besaran nilai R pada tabel di atas menunjukkan bahwa 
hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat melemah karena 
menunjukkan angka 0,646 yang menjauhi angka 1 atau mendekati 
angka 0. Dan kita juga dapat melihat nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,309 pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa 30,9 % 
variabel akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana 
desa dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, kompetensi, 
sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan 
tanggungjawab. Kemudian sisanya sebanyak 69,1% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
6. Uji kelayakan Model ( goodness of fit test ) 
Uji Goodness of Fit digunakan untuk menguji kelayakan model 
yang digunakan dalam penelitian. Uji F signifikan maka model layak 
untuk diteliti, atau model fit. Dikatakan layak apabila data fit (cocok) 
dengan persamaan regresi. Atau digunakan untuk menunjukkan apakah 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .417 .309 1.976 
a. Predictors: (Constant), Tanggung Jawab, Transparansi, Kompetensi, 
Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi 





pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap dependen. Model 
Goodness of Fit yang dapat dilihat dari nilai uji F analisis of variance 
(ANOVA). 
- Nilai probabilitas < 0,05 = uji F signifikan 
- Nilai probabilitas > 0,05 = uji F tidak signifikan  
Berikut ini hasil output SPSS uji F adalah: 
 
Tabel 4.22 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 75.503 5 15.101 3.866 .009
b
 
Residual 105.467 27 3.906   
Total 180.970 32    
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
b. Predictors: (Constant), Tanggung Jawab, Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian 
Internal, Komitmen Organisasi 
Sumber : Hasil Output SPSSS Uji Kelayakan Model 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung 
sebesar 3.866 dan  nilaisignifikan ρ < 0,05 maka terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel transparansi, kompetensi, sistem pengendalian 
iternal, komitmen organisasi dan tangungjawab terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. variabel tersebut 
merupakan gabungan dari variabel bebas penelitian terdahulu 
7. Uji signifikasi parameter individual Simultan ( uji stastistik t ) 
 Pada  pengujian  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  





independen pada  individual dalam menjelaskan serta menerangkan 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).  
Pada  pengujian  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  
beberapa  jauh pengaruh satu  variabel atau  dijelaskan  serta  independen 
pada  individual dalam menjelaskan serta menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2018).  
Tabel 4.23 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.063 3.866  1.310 .201 
Transparansi .177 .143 .196 1.237 .227 
Kompetensi -.030 .144 -.038 -.206 .838 
Sistem Pengendalian 
Internal 
.100 .225 .089 .444 .661 
Komitmen Organisasi .098 .181 .120 .541 .593 
Tanggung Jawab .383 .153 .458 2.503 .019 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Sumber: Hasil output Uji T yang diolah SPSS 23 
 Pada tabel di atas tertera variabel Transparansi dengan nilai signifikan 
ρ sebesar 0,201 > 0,025; variabel kompetensi dengan nilai signifikan ρ 
sebesar 0,227 > 0,025; variabel sistem pengendalian internal dengan nilai 
signifikan ρ sebesar 0,838 < 0,025; variabel komitmen organisasi dengan 
nilai signifikan ρ 0,593 < 0,025 dan variabel tanggungjawab dengan nilai 
signifikan  ρ 0,019 < 0,025 . Dengan  demikian dapat diperoleh dari 
hubungan antar variabel yakni 
a. Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 





b. Kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa 
c. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa 
d. Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa 
e. Tanggungjawab berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah 
dalam mengelola alokasi dana desa. 
C. Pembahasan 
Berikut merupakan pembahasan dari pengujian yang telah 
dilakukan: 
1) Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah 
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa 
Berdasarkan hasil uji parsial ( uji t ) nilai variabel bebas 
transparansi terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola 
alokasi dana desa adalah sebesar 0, 227 > 0, 025 yang berarti tidak 
terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa . Berdasarkan 
hal tersebut maka H1 pada penelitian ditolak, yang menyatakan 
bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. Artinya yang 
menyebabkan hasil ini tidak berpengaruh positif terhadap 





karena ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai 
transparansi, hal ini yang menyebabkan adanya para aparat yang 
berbuat curang. 
Hal ini sejalan dengan penelitian  ( Fitri dan Alfi , 2019 ) 
yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif 
terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana 
desa dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya 
transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa 
sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara 
terperinci tentang APBDes, bahkan transparansi tidak membawa 
dampak atau pengaruh positif kepada tata pemerintahan desa serta 
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang 
tidak diketahui oleh masyarakat. Melalui transparansi akan 
terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 
masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan 
oleh pemerintah.  Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh ( Anita Firdaus, 2019 ) yang 
menyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pemrintah dalam mengelola alokasi dana desa. 
2) Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah 
Dalam  Mengelola Alokasi Dana Desa 
Berdasarkan hasil uji parsial ( uji t ) nilai variabel bebas 





alokasi dana desa adalah sebesar 0,838 > 0, 025 yang berarti tidak 
terdapat pengaruh positif antara kompetensi terhadap akuntabilitas 
pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Berdasarkan 
hal tersebut maka H2 pada penelitian ditolak, yang menyatakan 
bahwa kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. Artinya yang 
menyebabkan hasil ini tidak berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah dalam mengeloala alokasi dana desa 
karena ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai 
kompetensi, hal ini disebabkan oleh adanya aparat yang 
kemampuannya tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang di 
ambilnya. 
Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Subroto 
(2009) dimana hasil yang di peroleh dalam penelitiaannya 
mengemukakan bahwa rendahnya kompetensi sumber daya 
manusia aparat desa merupakan faktor penghambat dalam 
mengelola alokasi dana desa yang akuntabilitas. Rendahnya 
kompetensi  dalam monitoring dan evaluasi yang kurang efektif 
dimana mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam mengelola 
alokasi dana desa, mengingat kompetensi sangat penting dalam 
peningkatan keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, oleh 





meningkatkan kompetensi dibidang pekerjaan dalam hal ini 
pengelolaan keuangan desa. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Fajri ( 2015 ), Irma 
(2015), dan Makalalag (2017) ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
keuangan desa belum memenuhi asas akuntabilitas hal tersebut 
diakibatkan dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. 
Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya 
desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa 
dibutuhkan kesiapan-kesiapan, dimana salah satu aspek yang harus 
di siapkan adalah sumber daya manusia ( Ferina, 2016 ). 
3) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap 
Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mengelola Alokasi Dana 
Desa. 
Berdasarkan hasil uji parsial ( uji t ) nilai variabel bebas 
sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah 
dalam mengelola alokasi dana desa adalah sebesar 0, 661 > 0, 025 
yang berarti tidak terdapat pengaruh positif antara sistem 
pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa 
dalam mengelola alokasi dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka 
H3 pada penelitian ditolak, yang menyatakan bahwa sistem 
pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap 





Artinya yang menyebabkan hasil ini tidak positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah dalam mengeloala alokasi dana desa 
karena ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai 
sistem pengendalian internal  
Hal ini tidak sependapat dengan penelitian terdahulu 
(Amanda,dkk 2019) dimana sistem pengendalian internal 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam 
mengelola alokasi dana desa, penelitian lain yang dilakukan oleh 
(Siska Wahyuni,2018) juga menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa, dimana sistem 
pengendalin internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan 
data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-
operasi pemerintah. Maka dibutuhkan sistem pengendalian intern 
yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas. 
4) Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas 
Pemerintah Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa 
Berdasarkan uji t nilai signifikan variabel bebas komitmen 
organisasi penelitian terhadap akuntabilitas pemerintah dalam 
mengelola alokasi dana desa sebesar 0,593 > 0,025  yang berarti 





akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. 
berdasarkan hal tersebut maka H4 ditolak. 
Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi ini 
kurang adanya kemauan untuk mengusahakan adanya kepentingan 
organisasi. Hal ini juga sejalan dengan ( Suryana, 2013 ) dimana 
komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang 
dalam mengidentifikasikan keterlibatannya   dalam    suatu   bagian   
organisasi. Komitmen organisasional dibangun atas dasar 
kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja 
membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap 
menjadi anggota organisasi. Hasil penelitian ini juga sejalan 
dengan Penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dalam Rommy 
(2011), yang menunjukkan bahwa kredibilitas yang tinggi mampu 
menghasilkan suatu komitmen, dan hanya dengan komitmen yang 
tinggi, suatu instansi pemerintahan mampu menghasilkan kinerja 
yang baik. Jadi untuk memiliki komitmen organisasi diperlukan 
kemauan untuk berkomitmen terhadap dasar yang telah dibangun 
nya, agar organisasi yang dijalankan tetap berjalan dengan baik 
sesuai dengan akuntabilitas pemerintah Desa. 
5) Pengaruh Tanggungjawab Terhadap Akuntabilitas 
Pemerintah Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa 
Berdasarkan uji Berdasarkan uji t nilai signifikan variabel 





mengelola alokasi dana desa sebesar 0,019 > 0,025  yang berarti  
terdapat pengaruh positif antara tanggungjawab dengan 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. 
berdasarkan hal tersebut maka H5 ditolak. 
Hal ini sependapat dengan ( Husman Husin S, 2019 ) 
menunjukan bahwa tanggungjawab terhadap pengelolaan alokasi 
dana desa dalam membuat peraturan telah sesuai dengan 
mekanisme yang ada. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi 
Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana 
publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. 
Tanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban 
pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa 
secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 
Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat  kepada Bupati Brebes 
melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Brebes. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk 







Setelah melakukan pengujian pada variabel Transparansi, 
kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen oragnisasi dan 
tanggungjawab terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola 
alokasi dana desa pada desa yang ada dalam lingkup kecamatan Larangan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah 
dalam mengelola alokasi dana desa 
b. Kompetensi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. 
c.  Sistem pengendalian internal tidak positif berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana  
d. Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. 
e. Tanggungjawab berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah 
dalam mengelola alokasi dana desa. 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang 
diberikan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dan 
lebih baik lagi di masa yang akan datang khususnya untuk peneliti 





1. Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan 
komitmen organisasi akan meningkat jika dari aparat desa 
memberikan sebuah informasi yang transparan, sumber daya yang 
baik atau sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja, dan 
organisasi yang ada di jalankan dengan baik maka semua itu akan 
berjalan dengan apa yang ingin dicapai dan diharapkan agar sesuai 
dengan tujuannya. 
2. Tanggungjawab harus selalu menjadi wujud yang harus di lakukan 
dalam mengerjakan sesuatu hal, oleh karena itu tanggungjawab 
penting untuk tetap di jaga dan terus ditingkatkan agar dalam 
melakukan pekerjaannya dilakuakn  dengan baik serta dalam 
pembuatan laporan tidak ada keterlambatan dalam penyampainnya. 
3. Penelitian ini mengajukkan saran agar peneliti selanjutnya yang 
akan mengambil variabel ini, untuk dapat meneliti dengan variabel 
yang lebih banyak lagi atau variabel independen yang berbeda 
seperti partisipasi masyarakat, sistem informasi akuntansi, 
Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dan 
lain sebagainya, agar diperoleh hasil yang lebih baik terhadap 
akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini peneliti mempunyai keterbatasan, 
antara lain yaitu: 





2) Jarak yang jauh dari desa satu ke desa yang lain dalam penelitian, 
sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan. 
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1. Nama    : .....................................................................( boleh 
tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin  :                         
                                                    Laki-laki                         Perempuan 
 
3. Usia    : 
4. Tingkat Pendidikan :               SD                 SMP                SMA/SMK 
                                                               D3                    S1                  S2 
                                                    Lain-lainnya 
5. Jabatan  : ................................................... 
6. Pengalaman Kerja : .................................................... tahun 
7. Nama Desa  : ..................................................... 
Petunjuk pengisiian 
Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda checklist (√) pada 
salah satu jawaban yang paling mendekati pendapatan anda   
Penilaian:  
 SS = Sangat Setuju 
  S = Setuju  
  KS = Kurang Setuju   
 TS = Tidak Setuju   














1. Kuesioner Transparansi 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Informasi yang diberikan kepada 
publik dapat memberikan 
transparansi 
     
2 Transparansi anggaran dapat 
mengakomodasi usulan suara 
rakyat 
     
3 Pengumuman kebijakan 
anggaran mudah didapatkan 
publik sehingga masyarakat jelas 
mengetahui informasi 
     
4 Pengumuman anggaran kepada 
masyarakat dapat meningkatkan 
transparansi 
     
5 Pengumuman tentang anggaran 
dapat di dapat setiap waktu 
     
 
2. Kuesioner Kompetensi  
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Pemerintah desa mampu 
mengoperasikan komputer 
     
2 Pemerintah desa berpendidikan 
paling rendah tamat sekolah 
menengah atas atau sederajat 
     





membimbing karyawan lain 
dalam melaksanakan tugasnya 
4 Pemerintah desa memahami ilmu 
akuntansi 
     
5 Pemerintah desa memahami 
setiap tugasnya dan telah 
melaksanakan dengan baik 
     
 
 
3. Kuesioner Sistem Pengendalian Internal 
 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Pemerintah desa memiliki 
struktur 
organisasi yang jelas 
     
2 Adanya kejelasan tugas dan 
wewenang 
dalam Pemerintah desa 
     
3 Memiliki rencana pengelolaan 
atau 
mengurangi risiko pelanggaran 
     
4 Aparatur desa selalu menerapkan 
perilaku dan norma yang baik 
dalam setiap kegiatan 
     
5 Aparatur desa menjalin 
hubungan yang 
baik dengan instansi terkait 
sehubungan 
dengan program kerja yang 
dilaksanakan 






4. Kuesioner komitmen organisasi 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Kecintaan terhadap organisasi 
diwujudkan melalui keputusan 
untuk tetap bekerja didalam 
organisasi 
     
2 Loyalitas yang tinggi dari aparat 
dapat mempertahankan ekstensi 
organisasi 
     
3 Kepedulian aparat desa terhadap 
tugas pokok serta fungsi 
meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat 
     
4 Aparat senantiasa mengarahkan 
segala upaya agar tujuan 
organisasi tercapai 
     
5 Aparat yang tidak dapat bekerja 
diluar organisasi ini mereka 
memiliki kesetiaan yang tinggi 
terhadap organisasi 
     
 
5. Kuesioner Tanggungjawab 
No Pertanyaan SS S KS TS STS 
1 Kepala desa menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati/Walikota 
melalui camat setiap akhir 
tahun anggaran.  
   
     
2 Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa 





disampaiakan paling lambat 1 
(satu) bulan setelah akhir tahun 
anggaran berkenaan. 
3 Laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan realisasi 
pelaksanaan      APBDesa 
terdiri dari pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan.  
     
4 Aparat desa harus 
bertanggungjawab atas kinerja 
yang dilakukannya sesuai 
dengan aturan yang ada 
     
5 Kepala Desa harus memenuhi 
janji yang dibuatnya sesuai 
dengan perkataan yang 
dikatakan pada saat pilkades 
     
 
6. Kuesioner Akuntabilitas pengelolaan dana Desa 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Pemerintah desa dilarang 
melakukan 
pungutan sebagai penerimaan 
desa 
selain yang ditetapkan dalam 
peraturan 
     
2 Sekretaris desa menyusun 
Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa 
berdasarkan RKPDesa. 
     
3 Bendahara desa membuat buku 
kas umum 
     
4 Kepala desa menyampaikan 
laporan 
semester pertama berupa laporan 






5 Kepala desa menyampaikan 
laporan 
keterangan penyelenggaraan 
pemerintah desa secara tertulis 
kepada 
BPD setiap akhir tahun anggaran 

































XI.1 XI.2 XI.3 XI.4 XI.5 
1 4 4 3 3 3 17 
2 3 3 4 4 4 18 
3 4 4 5 5 5 23 
4 4 3 3 3 4 17 
5 5 4 5 5 2 21 
6 4 3 2 3 3 15 
7 4 4 3 4 4 19 
8 4 3 4 4 4 19 
9 4 4 4 5 4 21 
10 4 4 4 5 5 22 
11 4 4 4 4 4 20 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 3 3 18 
14 4 4 3 3 3 17 
15 4 4 3 5 4 20 
16 4 4 5 4 4 21 
17 4 3 3 3 5 18 
18 4 4 3 4 3 18 
19 3 3 3 3 4 16 
20 3 4 2 2 3 14 
21 4 4 4 5 5 22 
22 4 4 4 5 4 21 
23 4 3 3 2 4 16 
24 4 5 4 4 3 20 
25 5 5 5 4 4 23 
26 4 4 4 5 5 22 
27 4 5 5 4 5 23 
28 4 4 3 3 4 18 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 4 4 5 5 22 
31 4 4 4 4 4 20 
32 5 4 4 4 4 21 








































Kompetensi (X2 ) 
TOTAL 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
3 2 2 3 3 13 
3 3 2 3 3 14 
5 3 4 5 2 19 
4 3 3 4 3 17 
3 3 3 3 3 15 
4 4 3 3 4 18 
4 5 5 5 5 24 
3 3 3 3 4 16 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 4 5 5 24 
5 5 4 4 4 22 
5 5 4 4 3 21 
4 3 3 4 4 18 
4 4 5 5 5 23 
3 4 4 3 4 18 
4 3 3 3 3 16 
4 4 3 3 3 17 
4 4 4 4 3 19 
4 4 3 4 5 20 
4 4 5 4 5 22 
4 4 4 4 5 21 
4 4 3 3 4 18 
3 4 4 4 4 19 
3 3 4 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 3 3 4 4 18 
3 4 4 4 4 19 
5 4 4 5 5 23 
4 4 4 3 4 19 
5 5 4 3 5 22 


































Sistem pengendalian internal (X3) 
TOTAL 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
4 4 4 4 3 19 
4 4 3 4 4 19 
4 3 3 3 3 16 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 4 4 17 
4 3 3 4 4 18 
4 4 4 4 3 19 
4 4 4 3 3 18 
4 4 4 3 4 19 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 5 5 22 
4 5 5 3 3 20 
5 5 3 3 4 20 
4 3 4 5 4 20 
4 4 4 4 3 19 
4 4 4 4 4 20 
3 3 3 3 3 15 
4 3 4 4 3 18 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 5 4 2 3 18 
3 3 3 4 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
4 5 5 5 4 23 
3 4 4 4 5 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
5 5 4 4 5 23 






Komitmen organisasi (X4 ) 
TOTAL 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
3 4 4 4 4 19 
3 3 4 4 3 17 
4 3 4 4 3 18 
4 4 3 3 3 17 
3 4 3 3 3 16 
4 3 3 3 3 16 
3 4 4 4 4 19 
3 3 3 3 3 15 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 4 4 23 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 5 5 22 
5 5 5 5 5 25 
3 4 3 4 4 18 
4 5 5 5 5 24 
4 4 4 5 4 21 
3 3 3 3 4 16 
4 5 5 4 4 22 
4 4 4 4 3 19 
3 3 4 4 5 19 
5 5 5 4 4 23 
4 5 5 5 5 24 
4 5 3 3 4 19 
4 3 3 3 3 16 
4 4 5 3 3 19 
5 3 2 4 5 19 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 25 
5 4 4 5 5 23 
4 4 4 4 4 20 
5 3 3 3 3 17 
4 4 4 4 4 20 





































Tanggungjawab (X5 ) 
TOTAL 
X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
3 3 4 4 4 18 
4 4 4 5 4 21 
4 3 3 3 3 16 
3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 4 17 
4 4 3 3 3 17 
4 3 4 4 4 19 
4 4 3 3 4 18 
4 3 4 4 3 18 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 5 5 23 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 5 5 23 
5 5 5 4 5 24 
4 4 4 5 4 21 
4 4 4 3 3 18 
4 4 5 4 4 21 
3 4 4 4 4 19 
4 5 4 4 4 21 
4 3 4 4 4 19 
5 5 5 5 5 25 
4 3 2 3 4 16 
3 4 4 4 4 19 
4 4 4 5 5 22 
4 3 3 4 2 16 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 3 4 4 5 20 
3 4 4 5 5 21 
3 3 3 3 3 15 
5 5 5 5 5 25 



































dalam mengelola alokasi dana 
desa (y) 
TOTAL 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
4 3 4 4 4 19 
4 3 4 4 4 19 
3 4 4 4 4 19 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 4 17 
5 4 4 4 4 21 
3 3 4 4 4 18 
4 3 3 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 5 5 23 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 4 24 
4 4 4 4 4 20 
4 4 3 4 4 19 
2 3 3 2 4 14 
4 4 4 5 4 21 
3 3 4 4 4 18 
4 3 3 3 3 16 
4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 3 4 19 
4 4 4 4 4 20 
5 4 5 5 5 24 
2 3 4 3 4 16 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 3 5 20 
5 5 4 4 4 22 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 





a) Hasil data kuesioner yang telah diolah untuk uji validitas item butir 















 XI.1 XI.2 XI.3 XI.4 XI.5 Transparansi 
XI.1 




 .298 .137 .593
**
 
Sig. (2-tailed)  .008 .002 .092 .448 .000 











Sig. (2-tailed) .008  .001 .047 .448 .000 













Sig. (2-tailed) .002 .001  .000 .016 .000 
N 33 33 33 33 33 33 
XI.4 




 1 .296 .755
**
 
Sig. (2-tailed) .092 .047 .000  .094 .000 
N 33 33 33 33 33 33 
XI.5 
Pearson Correlation .137 .137 .418
*
 .296 1 .634
**
 
Sig. (2-tailed) .448 .448 .016 .094  .000 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





b) Hasil data kuesioner yang telah diolah untuk uji validitas item butir 
kuesioner kompetensi 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Kompetensi 









Sig. (2-tailed)  .000 .010 .007 .254 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .000  .000 .024 .001 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .010 .000  .000 .001 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .007 .024 .000  .012 .000 
N 33 33 33 33 33 33 









Sig. (2-tailed) .254 .001 .001 .012  .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















c) Hasil data kuesioner yang telah diolah untuk uji validitas item butir 












 .159 .262 .680
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .021 .376 .141 .000 
N 33 33 33 33 33 33 




 -.017 .272 .713
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .927 .126 .000 
N 33 33 33 33 33 33 









Sig. (2-tailed) .021 .000  .047 .311 .000 
N 33 33 33 33 33 33 







Sig. (2-tailed) .376 .927 .047  .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 





Sig. (2-tailed) .141 .126 .311 .000  .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





















d) Hasil data kuesioner yang telah diolah untuk uji validitas item butir 

















 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 Komitmen Organisasi 







Sig. (2-tailed)  .021 .081 .045 .058 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .021  .000 .002 .004 .000 
N 33 33 33 33 33 33 









Sig. (2-tailed) .081 .000  .000 .025 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .045 .002 .000  .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 









Sig. (2-tailed) .058 .004 .025 .000  .000 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 


























 .001 .014 .042 .019 .000 
















.001  .000 .004 .002 .000 
















.014 .000  .000 .000 .000 
















.042 .004 .000  .000 .000 
















.019 .002 .000 .000  .000 
N 33 33 33 33 33 33 















.000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












f) Hasil data kuesioner yang telah diolah untuk uji validitas item butir 




 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Alokasi Dana 
Desa 
       









Sig. (2-tailed)  .000 .014 .000 .153 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .000  .001 .002 .014 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .014 .001  .000 .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 











Sig. (2-tailed) .000 .002 .000  .026 .000 
N 33 33 33 33 33 33 









Sig. (2-tailed) .153 .014 .000 .026  .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 









Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.833 .833 5 
 
i) Hasil uji kuesioner yang telah di olah untuk uji realibilitas item butir 







j) Hasil uji kuesioner yang telah di olah untuk uji realibilitas item butir 



















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





l) Hasil uji kuesioner yang telah di olah untuk uji realibilitas item butir 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.833 .839 5 
 
 
 
 
 
